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KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa dalam rangka optimalisasi Penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024, maka
dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana
Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Malinau Tahun 2024;

bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Surat
Keputusan ini karena tugas dan fungsinya dipandang
mampu dan sesuai untuk diangkat dan ditetapkan
sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2024;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan keputusan Kepala Dinas.

Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896 Tahun 1999);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun .....



Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 539);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dengan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri .....



10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hokum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Malinau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
daerah kabupaten malinau Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Malinau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 23);

13. Peraturan Bupati .....



Menetapkan

KESATU

13. Peraturan Bupati Malinau tentang Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026 Nomor 28.1 Tahun 2021 tertanggal
14 November 2021;

14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 tahun 2023
tertanggal 12 Juli 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
MALINAU TAHUN 2024.

Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2024,
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Kabid Pertanahan
Kabid Sumber Daya Air
Kabid Bina Marga
Kabid Penataan Ruang
Kabid Pertamanan dan
Pemakaman

Kabid Cipta Karya
Kepala UPTD

8. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian

Anggota

ok b=
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9. Kasubbag.....



9. Kasubbag Sungram

10. Kasubbag Keuangan

11. Kasubbag Tata Usaha UPTD

12. Kasi. Penataan Bangunan

13. Kasi. Penyehatan Lingkungan
Permukiman dan Air Bersih

14. Kasi. Perumahan dan
Permukiman

15. Kasi. Perecanaan Bangunan
Jalan dan Jembatan

16. Kasi. Bangunan Jalan dan
Jembatan

17. Kasi. Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan

18. Kasi. Pengembangan Sumber
Daya Air

19. Kasi. Perencanaan
Pengembangan SDA dan Irigasi

20. Kasi. Irigasi dan Rawa

21. Kasi. Pengelolaan Data
Geospasial dan Perpetaan

22. Kasi. Perencanaan Tata Ruang

23. Kasi. Pengendalian dan
Pemanfaatan Ruang

24. Kasi. Pemakaman

25. Kasi. Pertamanan

26. Kasi. Penerangan Jalan Umum
dan Energi Baru Terbarukan

27. Kasi.Penyelesaian
Permasalahan Tanah

28. Kasi. Pengadaan Tanah

29. Kasi. Pengukuran Tanah

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah:

a. Merencanakan, Mempersiapkan, Menyusun Rencana
Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Malinau Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan yang

berlaku,;

b. Menyampaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2024, sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,;

c. Melaksanakan.....



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

c. Melaksanakan Evaluasi Internal terhadap draf
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2024.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau
Tahun 2024 harus memperhatikan petunjuk-petunjuk dan
ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Segala biaya yang timbul sebagi akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau setelah pelantikan
Pada tanggal 20 Februari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Dan Kawasan

. pPermpkiman Kabupaten Malinau,
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NIP. 19700401 200112 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

DUl WN

. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di Malinau

. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di Malinau

. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau di Malinau

. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Malinau di Malinau
. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di Malinau

. Masing-masing yang bersangkutan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, kami
telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk
dokumen, yang berjudul “RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RANWAL
RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024”.

Ranwal Renja ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Kabupaten Malinau, yang mana selanjutnya akan disingkat dengan DPU-PR.PERKIM.
Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja DPU-PR.PERKIM, Kabupaten Malinau
Tahun 2024 ini merupakan salah satu bagian dari Rencana Strategi (RENSTRA) dan
Kelanjutan Rencana Kerja DPU-PR.PERKIM Tahun 2023.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Ranwal Renja ini tidak akan
mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami
sebutkan satu per satu di sini.

Kami menyadari, Ranwal Renja ini masih banyak kekurangannya, namun
demikian, kami berharap, dengan Ranwal Renja ini semua kebijakan dan program yang
kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan
pedoman bagi DPU-PR.PERKIM Kabupaten Malinau maupun bagi pihak lain yang
memerlukannya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan yang telah
membantu memberikan saran-saran dan pendapat untuk perbaikan Rancangan Awal
Rencana Kerja (Ranwal Renja) DPU-PR.PERKIM Kabupaten Malinau, kami ucapkan
terimakasih.

Malinau, 20 Juli 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,

PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
FKA“WASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MALINAU

nU UM \r‘

,__._J.L;_,,
A _YOSEP, S.T
4 INIP. 19700401 200112 1 002

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN MALINAU
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran
vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan
pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal
ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan
pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Ranwal Renja Perangkat
Daerah Merupakan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai

bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan satuan perangkat daerah untuk perode 1 (satu) tahun , yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Ranwal Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau merupakan tahapan awal
yang dilakukan sebelum dituangkan menjadi Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Malinau yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Ranwal Renja Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh
karena itu penyusunan Ranwal Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dikerjakan secara
simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan
pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau. Berdasarkan
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rancangan awal rencana kerja tahunan tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan
RKA dan DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Malinau .

Ranwal Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah,
karena Ranwal Renja menerjemahkan perencanaan strategis RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Ranwal Renja
menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah
tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, Ranwal Renja merupakan
pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
yang dikelolah Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau.

Proses penyusunan Renja ini dimulai dengan persiapan penyusunan Ranwal
Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi.
Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting
penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan
sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun
lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan
awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan
pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah adalah

sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal
RKPD.

b. Rumusan program/ kegiatan didalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintahan
daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu
indikatif masing-masing Perangkat Daerah.

c. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang

berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan
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penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan
APBD.

d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian
kinerja, keluaran, biaya satuan perkeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n

dan tahun n+1.

Keterkaitan Rancanagan Awal Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD
dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
karena didalan Rancanagan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan
adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti
RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renstra Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabuapten Malinau memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabuapten Malinau dengan RPJMD. Renstra K/L dan Renstra
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara, dan dengan Rancanagan Awal Renja Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau diuraikan
sebagai berikut .Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum Penata Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten malinau mengacu pada Tugas dan
Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau sesuai dengan peraturan Daerah tentang perangakat daerah Provinsi/
Kabupaten/ Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang Tugas
dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau, RPJMD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan memperhatikan Renstra
Kementrian/ Lembaga, Renstra Perangakat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi/ kabupaten/ Kota, dan Hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RPJMD Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Dinas Pekerjaan Umum
Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun
Anggaran 2024 berisi kebijakan Pembangunan Infrastruktur yaitu Bidang Bina Marga,
Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Penataan Ruang, Bidang

Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Pertanahan dan UPTD serta kegiatan-kegiatan
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pendukungnya, baik yang akan dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD
Kabupaten Malinau.

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas
Pembangunan Tahun 2024 dan sasaran Pembangunan yang hendak dicapai dengan
mengacu kepada agenda Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau yang perlu diselesaikan pada
tahun 2024. Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan
sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;

2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;

3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama;

4. Realistis untuk dilaksanakan.

Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing bidang Pembangunan
Infrastruktur, yang meliputi Bidang Bina Marga (Program Penyelenggaraan Jalan),
Bidang Sumber Daya Air (Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Bidang Cipta Karya
(Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Kawasan Permukiman) Bidang
Penataan Ruang (Program Penyelenggaraan Penataan Ruang), Bidang Pertamanan Dan
Pemakaman (Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya), Bidang Pertanahan

(Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota)

Berdasarkan program tersebut, Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL
RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman mempunyai Fungsi Pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh bidang Pekerjaan Umum baik pemerintah maupun
swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan DPU-PR.PERKIM, karena memuat seluruh kebijakan public yang menjadi
Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau;

2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Dinas Pekerjaan
Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagai instansi

pemerintah.
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Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Dinas Pekerjaan

Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024

dilengkapi dengan Lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta

Indikasi Pagu untuk masing-masing Program.

Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL

RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Malinaua dalah sebagai berikut:

1.

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 3004 tentang sistem perencanaan pembangunan
Nasional;

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
rancangan Peraturan daerah tentang tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan
jangka menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor: 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota;
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Bupati Malinau tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 Nomor 28.1 Tahun 2021 tertanggal 14
November 2021;

11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 tahun 2023 tertanggal 12 Juli 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

12. Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/32/Hukum tanggal 13 Februari 2023,
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun
2024.

Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan maksud
sebagai Pedoman dan Informasi bagi Pengambil Keputusan melalui landasan yang kuat
dan sistematik dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan Program/ Kegiatan
Pembangunan di Kabupaten Malinau, dan membuat komitmen pada Program Prioritas
yang bersifat lintas bidang.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga bertujuan untuk
menjamin kesesuaian, ketepatan dalam mendukung Perumusan Kebijakan dan
Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2024,
sehingga sasarannya lebih kearah pengendalian kegiatan yang berkelanjutan terarah dan

terpadu.

Sistematika Penulisan
Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja PD) Dinas
Pekerjaan Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Malinau diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
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BABI. PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 A. Pengolahan Data dan Informasi
2.1 B.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu— Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4  Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB Il TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BABYV PENUTUP
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BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 A. Pengolahan Data dan Informasi

1.

Kondisi pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPR PERKIM Kabuapten Malinau terbentuk
pada tahun 2017 yang merupakan penggabungan dari Dinas PU, Penataan Ruang, Dinas
Tata Kota dan Dinas Pertanahan. Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya
selalu berkaitan dengan institusi formal dan nonformal. Koordinasi dan sinkronisasi antar
Dinas merupakan program strategis dan prioritas. Gambaran umum kondisi pelayanan
SKPD 5 tahun terakhir dapat dijabarkan dalam program kerja yang telah Rencana Strategis
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau tahun 2021 — 2026 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau sebagai
berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan infrastruktur jalan,
jembatan, saluran drainase, dan bebagai fasilitas kebinamargaan lainnya.

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan infrastruktur jaringan
irigasi dan fasilitas-fasilitas pengairan lainnya untuk lahan pertanian dan upaya-upaya
pencegahan banjir.

3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan infrastruktur jaringan
air minum/ air bersih dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih.

4. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat dalam hal kondisi pengamanan lingkungan
dengan pemenuhan kebutuhan penerangan jalan.

5. Memberikan Pelayanan Kepada masyarakat memberikan rekomendasi IMB serta harus
didasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.

6. Memberikan pelayana kepada masyarakat dalam hal penataan taman kota dan area

pemakanan.

Organisasi dan tata laksana perangkat daerah
Dasar hokum dari terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 Tahun 2017 tentang
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uraian tugas jabatan structural dilingkungan dinas daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Peraturan Bupati Malinau.
Adapun bagan struktur organisasi DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau adalah sebagai
berikut:

a. Bagan Organisasi

Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman merupakan
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang,
perumahan dan kawasan permukiman;

Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman sebagimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah, dan Tugas

Pembantuan yang diberikan kepada daerah;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan

fungsi:

a.  Perumusan kebijakan teknis bidang Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan, Tata
Ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan;

b.  Penyusunan perencanaan bidang Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan, Tata
Ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan;

c.  Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Cipta Karya,
Bina Marga, Pengairan, Tata Ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta
Pertanahan;
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d.  Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang
Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan, Tata Ruang, Pertamanan dan Pemakaman
serta Pertanahan;

e.  Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang,
Perumahan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan;

f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penata
Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Merumuskan Program kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis
Pemerintah Kabupaten malinau melalui usulan program, permasalahan dan skala
prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rancangan awal rencana kerja;
Mengoordinasikan dan menetapkan rancangan awal rencana kerja Dinas dengan
mengarahkan dan member petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi
tugas;

Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan dan Sub bidang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja
masing-masing;

Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib
administrasi;

Melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan
teknis bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan
dalam pelaksanaan tugas;

Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang cipta karya, bina marga,
sumber daya air, penataan ruang, pertamanan dan pemakaman, sert pertanahan dengan

instansi terkait, Kabupaten, Kota, instansi vertical serta Pihak Ketiga berdasarkan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;

i. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;

j.  Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk optimalisasi tugas;

k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan
pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai;

I.  Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan Sub bidang berdasarkan
realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

melaporkan kepada pimpinan.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan
kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan
efektif;

b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan
administrasi kepegawaian;

c. Mendistribusikan tugas kepada Sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;

d. Menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan
kemasyarakatan;

e. Menyelenggarakan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;

f.  Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk sinkronisasi tugas;

g. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan
mengawasi untuk optimalisasi tugas;

h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan
pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai;

i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian
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kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada

pimpinan.

Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub bagian Umum Dan
Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar
kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub bagian Umum Dan Kepegawaian
berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang tugas;
Mengadakan pemeliharaan bahan inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak;

Mengusulkan pegawai yang mendapatkan penghargaan dan pegawai mengikuti
pelaksanaan ujian dinas;

Mengusulkan dan menyampaikan pertimbangan dan sasaran tentang mutasi pegawai
di lingkungan dinas;

Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara
memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja pegawai;

Melakukan monitoring kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian di Kabupaten
Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui
capaian hasil;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya
penyelesaian masalahnya; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada

pimpinan.
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Kepala Sub bagian Penyusunan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub bagian Penyusunan Program
berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar
kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

c. Mengkoordinasi dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan
tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan serta berhasil
guna dan berdayaguna;

d. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang tugas;

e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub bagian Penyusunan Program
berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

f. Menyusun Rencana Strategis (Rensta), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi
Pemerintah (LAKIP), Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Malinau;

g. Menyusun Laporan Realisasi belanja langsung dan kegiatan skala prioritas Dinas
PekerjaanUmum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

h. Melakukan rekapitulasi laporan bulanan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara
memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja pegawai;

j. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penyusunan program dengan instansi terkait
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya
penyelesaian masalahnya; dan

I.  Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada

pimpinan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub bagian Keuangan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan;
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b. Menyusun rencana anggaran rutin Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan
dalam rangka tertib administrasi keuangan;

e. Melakukan pembayaran belanja rutin dan pembangunan sesuai ketentuan;

f.  Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para stafsesuai dengan
tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan serta berhasil
guna dan berdayaguna;

g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara
memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja pegawai;

h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan
akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundangun dangan yang berlaku untuk
optimalisasi tugas;

i. Menyiapkan laporan keuangan secara periodic kepada pimpinan berkiatan dengan
bidang tugas yang menjadi tanggung jawab sub bagian keuangan;

J-  Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya
penyelesaian masalahnya; dan

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkanny kepada

pimpinan.

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas sebagai berikut
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan
di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta
perumahan dan pemukiman;
b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang penataan bangunan,
penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang penataan

bangunan, penyehatanl ingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan
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pemukiman;

d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervis penerapan kebijakan di bidang penataan bangunan,
penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;

e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta
perumahan dan pemukiman;

f.  Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang
penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta
perumahan dan pemukiman;

g. Menyusun dan melaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang
penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta
perumahan dan pemukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Menyelengarakan survey, investigasi dan desain di bidang Cipta Karya, Penataan
Bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan
pemukiman;

i. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain cipta
karya, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan
pemukiman; dan

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada

pimpinan.

Kepala Seksi Penataan Bangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan menyiapkan bahan perumusan kajian
kebijakan di bidang Penataan Bangunan;

b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Penataan Bangunan;

c. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Penataan
Bangunan;

d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan
pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang Penataan
Bangunan;

e. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan

tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan secara berhasil
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guna dan berdayaguna;

Melaksanakan pengaturan dan pengendalian perijinan bangunan;

Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
bidang Penataan Bangunan;

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di
bidang Penataan Bangunan;

Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di
bidang Penataan Bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menyelengarakan survey, investigasi dan desain di bidang Penataan Bangunan;
Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain
ciptakarya, pembangunan gedung;

Melakukan pembinaan dan member petunjuk kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktifitas kerja staf;

Menyiapkan laporan secara periodic kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas
seksi Penataan Bangunan;

Mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu kepada Instansi yang ada
hubungannya dengan bidang tugas maupun pimpinan; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada

pimpinan.

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kajian kebijakan di bidang penyehatan
lingkungan pemukiman dan air bersih;

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang penyehatan
lingkungan pemukiman dan air bersih;

Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang penyehatan
lingkungan pemukiman dan air bersih;

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan
air bersih;

Mengoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para stafsesuai dengan

tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan secara berhasil
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guna dan berdayaguna;

Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;

Menyiapkanbahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di
bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;

Menyiapkan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di
bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Menyelengarakan survey, investigasi dan desain di bidang penyehatan lingkungan
pemukiman dan air bersih;

Melakukan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain
penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;

Melakukan pembinaan dan member petunjuk kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktifitas kerja staf;

Menyiapkan laporan secara periodic kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas
seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih;

Mengoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu kepada Instansi yang berhubungan
dengan bidang tugas maupun pimpinan; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada

pimpinan.

Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kajian kebijakan di bidang di bidang
perumahan dan pemukiman;

Menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perumahan dan
pemukiman;

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta Menyiapkan
koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perumahan dan
pemukiman;

Mengoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan
tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan secara berhasil
guna dan berdayaguna;

Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
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bidang perumahan dan pemukiman;

f.  Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang
perumahan dan pemukiman;

g. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di
bidang perumahan dan pemukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

h. Menyelengarakan survey, investigasi dan desain di bidang perumahan dan
pemukiman;

i. Melakukan pembinaan dan member petunjuk kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktifitas kerja staf;

j. Menyiapkan laporan secara periodic kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas
seksi Perumahan dan Pemukiman;

k. Mengambil langkah-langkah dan memberikan saran terhadap hal-hal yang berkaitan
dengan bidang tugas; dan

I.  Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada

pimpinan.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Bina Marga dengan mengarahkan
dan member petunjuk untuk menyusun rencana kerja;

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Bina
Margasesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;

c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;

d. Mengkoordinasikan pembangunan prasarana infrastruktur di Bidang Bina Marga;

e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga dengan membimbing,
mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;

f. Menyelenggarakan program pembangunan prasarana dan pemeliharaan jalan di
Bidang Bina Marga;

g. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Bina
Marga,;

h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan

pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka
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meningkatkan kinerja pegawai;

I. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi, dan desain
Bidang Bina Marga sesuai ketentuan peraturan perundangan;

J- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga untuk mengetahui tingkat
pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada

pimpinan.

Kepala Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Perencanaan Bangunan Jalan
dan Jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar
kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan
Jembatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

e. Melaksanakan inspeksi pengujian kelayakan prasarana-prasarana;

f. Melaksanakan pemantauan dampak serta manfaat prasarana fisik;

g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan mengarsipkan data serta
mendokumentasikan kegiatan perencanaan teknis jalan dan jembatan;

h. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara
memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja pegawai;

i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Perencanaan
Bangunan Jalan dan Jembatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

J-  Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan
untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta
upaya pemecahan; dan

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada

pimpinan.
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Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan
peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar
kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pembangunan serta penggantian jalan dan
jembatan;

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan serta
penggantian jalan dan jembatan;

Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara
memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja pegawai;

Menyiapkanbahan laporan secara periodic kepada pimpinan berkaitan dengan bidang
tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk
mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya
pemecahan; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada

pimpinan.

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar
kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan

jembatan;



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA 2024 “

Mengarahkan penggunaan perijinan jalan dan jembatan;

Melakukan peninjauan lokasi dan penanggulangan jalan atau jembatan akibat bencana
alam;

Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara
memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja pegawai;

Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk
mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya
pemecahan; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada

pimpinan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Mengumpulkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis survey, investigasi dan
desain pembangunan, dan rehabilitasi prasarana sumber daya air;

Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan sumber daya air yang
terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menyusun norma, standar, prosedur dan criteria pengaturan pengelolaan sumber daya
air;

Melaksanakan pemberian supervisi dan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air
secara optimal dan berkesinambungan;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta pengendalian pengelolaan sumber daya
air;

Melaksanakan administrasi dan perizinan sumber daya air termasuk garis sempa dan
sungai;

Melaksanakan konservasi dan penetapan pengelolaan kawasan lindung sumber daya
air pada wilayah sungai;

Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan
pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai;

Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Sumber Daya Air dengan
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mengarahkan dan memberipetunjuk untuk menyusun rencana kerja;

j. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Sumber
Daya Air sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;

k. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;

I.  Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Sumber Daya Air sesuai
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil,

m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air untuk mengetahui
tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi mempunyai uraian
tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan
pengembangan sumber daya air dan irigasi;

b. Melakukan pengelolaan data dasar dan system informasi perencanaan pengembangan
sumber daya air dan irigasi;

c. Menyusun aspekteknis dan spesifikasi pengembangan sumber daya air dan irigasi;

d. Melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan
pengembangan sumber daya air dan irigasi;

e. Melakukan kegiatan pelaksanaan survey, pemetaan, penelitian, penyelidikan, studi
kelayakan, dan analisa dampak lingkungan dalam rangka pengembangan sumber daya
air dan irigasi;

f.  Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan
dapat diselesaikan dengan baik;

g. Membina dan member petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan disiplin serta produktivitas kerja staf;

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

i.  Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan Pengembangan Sumber
Daya Air dan Irigasiber dasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara

memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk
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meningkatkan kinerja pegawai;

k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Pengembangan SumberDaya
Air dan Irigasi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang
dihadapi serta upaya pemecahan; dan

I.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai

bidang tugasnya.

Kepala Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaran pembangunan irigasi dan rawa;

b. Melaksanakan dan mengawasi pengelolaan kegiatan pembangunan jaringan irigasi
dan rawa;

c. Melaksanakan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan
irigasi dan rawa;

d. Melakukan penatagunaan dan bina manfaat irigasi, rawa, dan embung;

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi teknis kegiatan pembangunan dan rehabilitasi
daerah irigasi dan rawa;

f.  Melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan pengguna air;

g. Melakukan kegiatan pembinaan pembangunan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi dan rawa;

h. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lainnya sebatas dengan kewenangan yang
diberikan oleh pimpinan agar tercipta kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas;

i.  Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

j. Melakukan bimbingan, pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan
cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka
untuk meningkatkan Kinerja pegawai;

k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Irigasi dan Rawa
sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

I.  Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Irigasi dan Rawa untuk mengetahui tingkat
pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan

m. Melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai

bidang tugasnya.
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Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program dan pembinaan pelaksanaan pengembangan sumber daya air

b. Melakukan kegiatan pelaksanaan dan supervise pengembangan sumber daya air yang
didalamnya termasuk sungai, waduk, bendungan dan Pembangkit listrik tenaga Air
(PLTA);

c. Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana
dan sarana sumber daya air di wilyah sungai;

d. Melakukan kegiatan pelaksanaan pengendalian banjir dan daya rusak air;

e. Melaksanakan pengembangan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan drainase;

f.  Melakukan pembinaan dan bantuan teknis dalam pengembangan sumber daya air;

g. Menyiapkan rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan kawasan wilayah sungai serta
pengusahaan sumber daya air;

h. Melakukan kegiatan pengelolaan hidrologi, pengawasan dan pengendalian kualitas air
permukaan;

i. Melakukan upaya pengendalian banjir dan penanggulangan akibat bencana alam;

j.  Melakukan inventarisasi aset/ penatagunaan asset prasarana dan sarana sumber daya
air;

k. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lainnya sebatas dengan kewenangan yang
diberikan oleh pimpinan agar tercipta kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas;

I.  Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

m. Melakukan bimbingan, pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan
cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka
untuk meningkatkan kinerja pegawai;

n. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisas kegiatan Seksi Pengembangan
Sumber Daya Air sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya; dan

0. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai

bidang tugasnya.

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Merencanakan perumusan program kerja Bidang Penataan Ruang;
b. Menginisiasi pembentukan forum koordinasi penataan ruang dan memfasilitasi

pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara regular serta peningkatan kapasitas
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kelembagaan penataan ruang daerah;

Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan
ruang daerah, pengelolaan data geospasial dan perpetaan pada lintassektor, lintas
wilayah dan lintas pemangku kepentingan;

Mensosialisasikan kebijakan penataan ruang secara luas serta menyediakan media
yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi penataan ruang atau
terlibat dalam penyelenggaraan penataan ruang;

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur penataan ruang melalui
pelatihan, workshop, dan bimtek penataan ruang;

Melaksanakan  pengawasan dan evaluasi serta menyampaikan laporan
penyelenggaraan penataan ruang daerah secara berjenjang;

Melaksanakan peninjauan kembali, evaluasi dan revisi serta penyusunan dan
penetapan rencana umum maupun rencana detail tata ruang;

Melaksanakan penyusunan rencana tata ruang kawasan startegis kabupaten, rencana
tata ruang kecamatan dan desa serta kawasan tertentu yang diprioritaskan sebagai
pusat pertumbuhan kawasan;

Melakukan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang
perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengelolaan data
geospasial dan perpetaan;

Mempersiapkan perencanaan tata ruang serta melaksanakan supervise terhadap
pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang wilayah agar terwujud akselerasi,
keterpaduan dan kesinambungan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang
daerah;

Melaksanakan fungsi penataan ruang dalam rangka memberikan dukungan khusus
bagi pelaksanaan program prioritas daerah;

Menyusun dan menyampaikan pertimbangan teknis kepada pimpinan dalam rangka
pengambilan keputusan kebijakan penataan ruang;

Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Bidang Tata Ruang sebagai bahan evaluasi
kegiatan selanjutnya; dan

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA 2024 n

Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Merencanakan program kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang berdasarkan priotitas
target sasaran yang akan dicapai;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya;

Mengumpulkan data dan informasi pemanfaatan ruang untuk mendukung pelaksanaan
tugas perencanaan tata ruang;

Melaksanakan penyusunan, evaluasi, revisi dan penetapan Rencana Umum Tata
Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang;

Memberi dukungan data dan informasi dalam rangka penyusunan dan penetapan
rencana tata ruang lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
Melakukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang
perencanaan tata ruang;

Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perencanaan Tata Ruang;
Mensosialisasikan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan
perundang-undangan;

Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang;
Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur perencanaan tata ruang
melalui pelatihan, workshop, dan bimtek penataan ruang;

Melakukan pembinaan dan penilaian serta pengarahan kepada bawahan sesuai
peraturan dan pedoman yang berlaku;

Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagai
bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang untuk mengetahui
tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadap iserta upaya pemecahan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Merencanakan program kegiatan Seksi Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan
priotitas target sasaran yang akandicapai;
Mendistribusikan tugas kepada bawahansesuai dengan jabatannya;

Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara regular serta peningkatan
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kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah;

d. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan untuk menyusun
rekomendasi teknis izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

e. Melakukan sosialisasi tentang peraturan dan pedoman pengendalian pemanfaatan
ruang serta menyebarluaskan informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat;

f.  Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pengendalian pemanfaatan
ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

g. Melaksanakan kegiatan pengidentifikaisan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang;

h.  Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengendalian pemanfaatan
ruang;

i. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur Pengendalian
pemanfaatan ruang melalui pelatihan, workshop, dan bimtek;

J.  Melakukan pembinaan dan penilaian serta pengarahan kepada bawahan sesuai
peraturan dan pedoman yang berlaku;

k. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

I.  Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka
untuk peningkatan penyelenggaraan penataan ruang di daerah; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kepala Seksi Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. Merencanakan program kegiatan Seksi Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan
sebagai pedoman pelaksanan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya;
c. Menghimpun data pembangunan dan data geospasial dari berbagai sumber dalam
rangka penyediaan, pengembangan, peningkatan ketersediaan data berbasisspasial;
d. Melaksanakan survey lapangan dalam rangk amenghimpun data dan informasi untuk

meningkatkan ketersediaan data serta untuk keperluan pemetaan;
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Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelahaan dokumen serta
pengawasanpemanfaatan data geospasial dan pemetaan;

Menyiapkanpeta — peta tata ruang untuk kepentingan kedinasan dan/ atau untuk
keperluan pihak lain berdasarkan surat permohonan yang telah disetujui pimpinan;
Melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
dalam rangka pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, pemutahiran,
pengamanan dan penyebaran data geospasial;

Menyusun Standar Pelayanan Penyebaran Informasi Geospasial dan Perpetaan sesuai
dengan peraturan yang berlaku

Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Data
Geospasial dan Perpetaan;

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur pengolahan data
geospasial dan perpetaan melalui pelatihan, workshop, dan bimtek;

Melakukan pembinaan dan penilaian serta pengarahan kepada bawahan sesuai
peraturan dan pedoman yang berlaku;

Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Pengolahan Data Geospasial dan
Perpetaan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Data Geospasial dan Perpetaan
untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta
upaya pemecahan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pertamanan dan Pemakaman
dengan mengarahkan dan member petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
Menyiapkan perumusan kebijakan dan kajian kebijakan di bidang pertamanan,
pemakaman, dan penerangan jalanumum dan energy baru terbarukan;
Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pertamanan,
pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energy baru terbarukan;

Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pertamanan,
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pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energy baru terbarukan;

f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta
penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pertamanan,
pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energy baru terbarukan;

g. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energy baru
terbarukan;

h. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang
pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energy baru terbarukan;

i.  Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) di bidangpertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan
energy baru terbarukan;

j. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain di
bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energy baru
terbarukan;

k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman untuk
mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya
pemecahan;

I.  Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada

pimpinan.

Kepala Seksi Pertamanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di
Seksi pertamanan;

b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar
kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Seksi pertamanan;

e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Seksi pertamanan;

f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan
pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di seksi pertamanan;

g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara
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memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja pegawai,

Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
seksi pertamanan;

Menyusunan dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di
seksi pertamanan;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pertamanan untukmengetahui tingkat
pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada

pimpinan.

Kepala Seksi Pemakaman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Menyiapkan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di
Seksi Pemakaman;

Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar
kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Seksi Pemakaman;
Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Seksi Pemakaman;
Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan
pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di Seksi Pemakaman;
Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara
memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja pegawai;

Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
Seksi Pemakaman;

Menyusunan dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di
Seksi Pemakaman;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemakaman untuk mengetahuitingkat
pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada

pimpinan.
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Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

a.

Menyiapkan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di
Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;

Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar
kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Seksi Penerangan Jalan
Umum dan Energi Baru Terbarukan;

Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Seksi Penerangan Jalan
Umum dan Energi Baru Terbarukan;

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan
pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di Penerangan Jalan
Umum dan Energi Baru Terbarukan;

Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara
memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja pegawai;

Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;

Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Seksi
Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru
Terbarukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang
dihadapi serta upaya pemecahan; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada

pimpinan.

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Mengarahkan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertanahan,
Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesian
permasalahan tanah;

Merencanakan kebijakan di Bidang Pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan
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umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah;

c. Menyusun rencana langkah-langkah operasional kegiatan Bidang Pertanahan,
pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penmyelesian
permasalahan tanah di bidang berdasarkan rencana kerja dan kegiatan tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

d. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi, member petunjuk dan memeriksa hasil
kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;

f.  Memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas kegiatan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesian
permasalahan tanah;

g. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep pedoman, norma, standar, prosedur, dan
petunjuk teknis bidang untuk mewujudkan penyelenggaraan dan petunjuk teknis untuk
penyelenggaran pemerintah yang baik, pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan
kebutuhan aparatur dan masyarakat;

h. Mengevaluasi program dan kegiatan di Bidang Pertanahan, pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah;

i. Melaporkan hasil pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan
penyelesaian permasalahan tanah kepada atasan;

j. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan
prosedur yang berlaku agar diketahui keberhasilan dan kegagalan serta
permasalahannya dan member solusi efektif kepada bawahan; dan

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada

pimpinan.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah mempunyaiuraian tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan rencana kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum
berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
b. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum
berdasarkan peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua
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pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

d. Melakukan pembinaan dan penelitan kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan
pedoman untuk meningkatkan kinerja pegawai;

e. Menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya hasil kerja bawahan sesuai
dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Menyusun SK Bupati tentang pengadaan tanah, SK Bupati tentang tim satuan
Identifikasi dan Inventarisasi tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

g. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/ instansi atau lembaga terkait
untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara
memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja pegawai;

i.  Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pengadaan Tanah
sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

J-  Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengadaan Tanah untuk mengetahui tingkat
pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada

pimpinan.

Kepala Seksi Pengukuran Tanah mempunyaiuraian tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan rencana kegiatan program Seksi Pengukuran Tanah berdasarkan peraturan
yang berlaku sebagai bahan acuan;
b. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Seksi Pengukuran Tanah berdasarkan
peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
d. Melakukan koordininasi kegiatan pengukuran tanah yang diusulkan SKPD;
e. Melaksanakan kegiatan pengukuran tanah yang diusulkan SKPD;
Memeriksa dan memverifikasi petahasil ukuran di lapangan;

Menyusun rencana pembutan data base tanah dan aset;

> e .

Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas Seksi Pengukuran Tanah

berdasarkan tugas agar terlaksana sesuai program;



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA 2024 “

Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara
memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja pegawai,

Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Pengukuran Tanah sebagai bahan
evaluasi kegiatan selanjutnya;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengukuran Tanah dilapangan untuk
mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya
pemecahan; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada

pimpinan.

Kepala Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Penyelesaian Permasalahan
Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua
pekerjaan dapa tdiselesaikan dengan baik;

Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah
berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

Mengiventarisasi tanah asset Pemdayeng bersengketa;

Meneliti dan menganalisa laporan pengaduan permasalahan tanah;

Melakukan koordinasi dan menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan
tanah;

Memfasilitasi musyawarah antar pihak yang bermasalah untuk mendapat kesepakatan;
Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan pertanahan;

Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara
memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk
meningkatkan kinerja pegawai;

Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah
sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah untuk
mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya
pemecahan; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada
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pimpinan.

Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan perangakat

daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau jenis pelayanan serta
capaian kinerja pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan
tahun 2022 sesuai peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota maka Pelayanan
dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan

yang meliputi:

1. Bidang Pekerjaan Umum
Jenis pelayanan dasar SPM bidang Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan
dasar yang meliputi:
a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.
2. Bidang Perumahan Rakyat
Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang meliputi:
a. Penyediaan dan Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota;
b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi

Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau memiliki realisasi Layanan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

1. Bidang Pekerjaan Umum

_ _ _ Target Realisasi
No | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Tahun
OPD 2022
2022
1. | Penyediaan Kebutuhan Persentase jumlah rumah
Pokok Air Minum Sehari- | tangga yang mendapatkan
Hari akses terhadap air minum 67% 74.53%
melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan jaringan
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perpipaan terlindungi terhadap
rumah tangga di seluruh
kabupaten/kota
2. | Penyediaan Pelayanan Persentase jumlah rumah
Pengola_han Air Limbah tangga yang mempero_leh 77% 82 97%
Domestik layanan pengolahan air limbah
domestik
Nilai Rata-Rata Capaian SPM DPU.PR-PERKIM 78.75%
2. Bidang Perumahan Rakyat
Realisasi
. . . T PD
No | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian arget O Tahun
2022
2022
1. | Penyediaan dan Persentase Hunian untuk
Rehabiitasi Rumah yang Penyediaan dan rehabilitasi 0% 0%
Layak Huni Bagi Korban | rumah layak huni bagi korban ° °
Bencana Kabupaten/Kota | bencana kabupaten/kota
2. | Fasilitasi Penyediaan Persentase Fasilitasi hunian
Rumah Yang Layak Huni | penyediaan rumah layak huni
Bagi Masyarakat Yang bagi masyarakat terdampak
. . . 0% 0%
Terkena Relokasi Program | relokasi program pemerintah
Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Kabupaten/Kota
Nilai Rata-Rata Capaian SPM DPU.PR-PERKIM 0%




RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA 2024 “

2.1 B Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Bagi Kabupaten Malinau, infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak
pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing di dunia internasional,
disamping sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi dan energi.
Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal
tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi
persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan
pangan, dan mengurangi jumlah pengangguran dalam suatu negara.
Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum mempunyai manfaat langsung untuk
peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap
konstruksi telah dapa tmenciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus
menggerakkan sectorriil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi
dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur.
Infrastrukur pekerjaan umum yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan
dapat memperbaiki kualitas permukiman.
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau, maka perlu adanya
gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan pada Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan sesuai dengan

rencana kerja yang telah ditetapkan dan terjabar dalam table T-C.29 sebagai berikut:

Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau



OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU

T.C29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024

KABUPATEN MALINAU

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
TARGET DAN REALISASI KINERJQOZZ%G,;AM DAN KEGIATAN TAHUN LALU RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN
BERJALAN
TARGET KINERJA CAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH |INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM (RENSTRA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA TINGKAT
DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcomes) / KEGIATAN (output) PERANGKATZE;/;ERAH) TAHUN KELL.I{QEGII\\I‘ I;ngzl»:\r;l:/;)l\l sid TARGET RENJA PERANGKAT REALISASI RENJA TINGKAT PERANGKZ\;;i?nE-T)AH TAHUN REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
DAERAH TAHUN 2023 (n-2) PERANGKAT DAERAH TAHUN REALISASI (% PROGRAM DAN KEGIATAN S/D| REALISASI
2023 (n-2) () TAHUN BERJALAN (2024) TARGET
RENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PELAYANAN
DASAR
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Capaian Pelaksanaan
X XX 01 0 00 00 Eigs::r:;ﬁ;gﬁéxig?:SAN PEMERINTAHAN Program Penunjang Urusan 100,00 % 100,00 % % 100,00 % %
Pemerintah Daerah Kab/Kota
X | xx|ot| 2| 02| 00 Daerah | orsentase Administrasi Keuangan 100,00 % 100,00 % - % 100,00 % %
Perangkat Daerah
X | xx|ot| 2 |o02]o1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ﬂir:liﬂn?gﬁggnyigi Rleienalail 90,00  Orang 88,00 Orang 88,00 Orang 5 Orang 0% 90,00  Orang 178,00 Orang 198%
. - - Persentase Administrasi Barang
X | x| ot| 2 | 03| oo | AdministrasiBarang Milik Daerah Pada Milik Daerah Pada Perangkat 100,00 % 100,00 % . % 100,00 % %
Perangkat Daerah
Daerah
X XX 01 2 03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD AR Df)}(umen [FEZEERER 150,00 Dokumen 18,00 Bidang 12,00 Dokumen - Dokumen 0% 161,00 Dokumen 179,00 Dokumen 119%
Barang Milik Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan il e R s s dem
X XX | 01 2 03 | 05 L U P Penyusunan Laporan Barang Milik 100,00 Laporan - - - - - - 0% 100,00 Laporan 100,00 Laporan 100%
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD
X | xx| o1| 2| o6 oo Daerah |Persentase Administrasi 100,00 % - - - - 100,00 % %
Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai AL (REgETTE SRR
X | xx | o1| 2 | 06| o1 92, Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 22,00 Orang - o - - - - 0% 22,00 Orang 22,00 Orang 100%
Berdasarkan Tugas dan Fungsi o "
Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Orang yang Mengikuti
X | XX | 01 2 06 | 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |Sosialisasi Peraturan Perundang- 180,00 Orang - - - - - - 0% 180,00 Orang 180,00 Orang 100%
Undangan
x | xx|o1] 2| o06] 00 i Umum Daerah Persentase Administrasi Umum 100,00 % 64,00 % - % 100,00 % %
Perangkat Daerah
R e st Jumlah Paket Komponen Instalasi
X XX | 01 2 06 | 01 eny P Listrik/Penerangan Bangunan 6,00 Paket 117,00 Paket 9,00 Paket = Paket 0% 9,00 Paket 126,00 Paket 2100%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor L
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Aol (R 3 R G
X XX | 01 2 06 | 02 Kan{or gkap Perlengkapan Kantor yang 93,00 Paket 498,00 Item 48,00 Paket = Paket 0% 47,00 Paket 545,00 Paket 586%
Disediakan
P | xx|o1| 2| 06| 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Al (FERER (T Logetls 150000  Paket 640200  Paket 3700 Paket - Paket 0% 2000 Paket 643100  Paket 429%
Kantor yang Disediakan
X | x| ot| 2| 06| o0s penyedaahlbaranoletokanican Jumiah Paket Barang Cetakan dan | 109,490,090  Paket 3804600  Lembar 500  Paket - Paket 0% 500  Paket 3805100  Paket 38%
penggandaan Penggandaan yang Disediakan
X | xx[ot| 2| o6 07 Penyediaan Bahan/Material éﬁgﬁ:k’;iket Eahapiiiateraliang 800  Paket 15.119,00 Paket 1200  Paket - Paket 0% 1900  Paket 15.138,00 Paket 189225%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sialklh (Tl (e E R
X XX | 01 2 06 [ 09 ve'engg P Rapat Koordinasi dan Konsultasi 145,00 Laporan 56,00 Kali 20,00 Laporan = Laporan 0% 145,00 Laporan 201,00 Laporan 139%
Konsultasi SKPD SKPD
- N Persentase Pengadaan Barang
X | xx| ot| 2| 07| oo | PengadaanBarang Milik Daerah Penunjang ... naerah penunjang Urusan 100,00 % 40,00 % - % 100,00 % %
Urusan Pemerintah Daerah N
Pemerintah Daerah
X | xx[ot| 2| 07| 03 Pengadaan Alat Besar él:g;?i:kg:'t R e Ve, 5,00 Unit 13,00 Unit 24,00 Unit o Unit 0% 2,00 Unit 15,00 Unit 300%




URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM!

TARGET KINERJA CAPAIAN
PROGRAM (RENSTRA

REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM DAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

2023 (n-2)

TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN (RENJA

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN

BERJALAN

KODE TINGKAT
DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcomes) / KEGIATAN (output) PERANGKATZDO/;ERAH) TAHUN KELL.IJ-QEGII\\I‘ EEZGZI?;/;)I\I s/d TARGET RENJA PERANGKAT REALISASI RENJA TINGKAT PERANGK?;'ZZ/(\rET)AH TAHUN REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
DAERAH TAHUN 2023 (n-2) PERANGKAT DAERAH TAHUN REALISASI (% PROGRAM DAN KEGIATAN S/D| REALISASI
2023 (n-2) *0) TAHUN BERJALAN (2024) TARGET
RENSTRA (%)
xx [ o01| 2| 07|06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |2umia Unit Peralatan dan Mesin 15,00 Unit - - 15,00 Unit . Unit 0% 15,00 Unit 15,00 Unit 100%
Lainnya yang Disediakan
xx | ot| 2 |o7]| o7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Salklh U A ) Lt 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit - Unit 0% 2,00 Unit 3,00 Unit 300%
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penyediaan Jasa
xx | o1 | 2| 08| 00 yec Jang Penunjang Urusan Pemerintahan 100,00 % - - - - 100,00 % %
Pemerintahan Daerah
Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
XX | 01 2 08 | 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |Pelayanan Umum Kantor yang 306,00 Laporan 287,00 Orang = = = = 0% 306,00 Laporan 593,00 Laporan 194%
Disediakan
- - Persentase Pemeliharaan Barang
xx | ot | 2 | 09| oo | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan 100,00 % 45,00 % % 100,00 % %
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan
xx | o1 2 09 | o1 Pemellharaan.dan Pajak Kendaraan _ Dinas atau Kem?ara‘an Dinas 2,00 Unit _ _ 1,00 Unit _ Unit 0% 1,00 Unit 1,00 Unit 50%
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
Jabatan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
xx | 01| 2| 09| 02 REIETEELL, [ G RS HIE IR 31,00 Unit 17,00 Unit 6,00 Unit - Unit 0% 35,00 Unit 52,00 Unit 168%
Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Lapangan dan Perizinannya
xx | 01| 2 | 09| 03 R B (TR, EL7 gan Rt BecagyanoiDipelbas 30,00 Unit 23,00 Unit 27,00 Unit - Unit 0% 54,00 Unit 77,00 Unit 257%
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dan dibayarkan Perizinannya
xx | o1 | 2| 09| 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. |-miah Peralatan dan Mesin 20,00 Unit . . 51,00 Unit . Unit 0% 55,00 Unit 55,00 Unit 275%
Lainnya yang Dipelihara
i P Jumlah Gedung Kantor dan
x< | 01| 2 | 09| 09 Pemelinaraan/RenabilitasilGedunglKantori 8 (B2 ) 2o Fainnyalyang 1,00 Unit . . . . . . 0% 1,00 Unit 1,00 Unit 100%
dan Bangunan Lainnya o= . 2
Dipelihara/Direhabilitasi
Rasio luas daerah irigasi
03| 02| o oo o0 :::‘SRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYAAIR |, .. enangan kabupaten/kota yang 0,79 % 1045 % 1067 % - % 0% 0,79 % - %
dilayani oleh jaringan irigasi
e o
03| 02| 2| o01] 00 Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 angunan Pengaman Pantai pada 100,00 % 100,00 % - % 0% 100,00 % - %
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Sungai (WS) dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen At 1D Ren_cana eib _dan
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi (CErGIE) LG WD (IS il
03 | 02 2 01 | 03 gkungar i N Konstruksi Pengendali Banjir, 1,00 Dokumen 10,00 Dokumen 2,00 Dokumen - Dokumen 0% 1,00 Dokumen 11,00 Dokumen 1100%
Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama "
N Lahar, Drainase Kawasan, dan
Perkotaan dan Pengaman Pantai n !
Pengaman Pantai yang Disusun
03| 02| 2|o01] 09 Pembangunan Tanggul Sungai E?g‘;i’g‘iganggu' Sungai yang 0,20 KM - = 575,00 KM - KM 0% 020 KM 020 KM 100%
03| 02| 2| o01] 46 Normalisasi/Restorasi Sungai RN RN ED 1,50 M - - 11,83 KM - KM 0% 2,00 KM 2,00 KM 133%
Dinormalisasi/Direstorasi
03| 02| 2| o01] 54 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir healdiaeliBanigyand 4,00 KM 3,50 KM 3.550,00 M - M 0% 4,00 KM 7,50 KM 188%
Dioperasikan dan Dipelihara
Persentase Pengembangan dan
dan Sistem Pengelolaan Sistem Irigasi Primer
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah dan Sekunder pada Daerah Irigasi
2 | 2 2 1 % 1 % - % 1 % %
0o 0 0o Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam |yang Luasnya dibawah 1000 Ha 00,00 ° 00,00 ° ’ 00,00 ’ ’
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen éirzba;;efﬁlzge::lzﬁn il
03| 02| 2| 02]o0t Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Trigasi dan Hngkung P 1,00  Dokumen - - = = = = 0% 1,00  Dokumen 1,00  Dokumen 100%
Rawa Konstruksi Irigasi dan Rawa yang
Tersusun
03 | 02 2 02 | 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (RIS AETifTEIn ".'935' 3,20 KM = = = = - - 0% 2,40 KM 2,40 KM 75%
Permukaan yang Ditingkatkan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rapapdiagnoanlinoos
03| 02| 2| 02] 2t L SR Permukaan yang Dioperasikan dan 1,40 KM - - 125,00 Ha - Ha 0% 1,00 KM 1,00 KM 71%
REmmEED Dipelihara




URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM!

TARGET KINERJA CAPAIAN
PROGRAM (RENSTRA

REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM DAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

2023 (n-2)

TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN (RENJA

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN

BERJALAN

KODE TINGKAT
DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcomes) / KEGIATAN (output) PERANGKATZE;/;ERAH) TAHUN KELL-I{QEGII\\I‘ l;ngzI?r;I:/;)l\l sid TARGET RENJA PERANGKAT REALISASI RENJA TINGKAT PERANGK?JZZ?:_T)AH TAHUN REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
DAERAH TAHUN 2023 (n-2) PERANGKAT DAERAH TAHUN REALISASI (% PROGRAM DAN KEGIATAN S/D| REALISASI
2023 (n-2) () TAHUN BERJALAN (2024) TARGET
RENSTRA (%)
Persentase jumlah rumah tangga
yang mendapatkan akses terhadap
air minum melalui SPAM jaringan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN . L
60,00 % 56,40 % 65,80 % - % 0% 60,00 % %
03 03 0 00 00 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM perp!paan daq bukan jaringan o o o o o o o
perpipaan terlindungi terhadap
rumah tangga di seluruh
kabl 1/kota
- Persentase Pengelolaan dan
dan Sistem P b: Sistem Penyediaan
03| 03| 2 |o01] 00 Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah engembangan Siste ved 100,00 % 100,00 % . % 0% 100,00 % %
Kabupaten/Kota Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
. . - |Jumlah sambungan rumah yang
03| 03| 2 | ot 04 IRETIEEENE SRV BEEEI e G | et e e 300,00 SR 950,00 SR 100,00 SR . SR 0% 150,00 SR 1.100,00 SR 367%
Kawasan Perdesaan ;
Karya/SPAM Berbasis Masyarakat
Persentase Rumah Tangga yang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN memiliki akses terhadap layanan
4 1,83 % 0,92 % % 1,83 % %
030 0| 00| 00 |pFNGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Pengelolaan Persampahan ’ ’ ’ ’ ’
Reaqional
sistem dan Persentase Pengembangan Sistem
03 | 04 2 01 | 00 " dan Pengelolaan Persampahan di 100,00 % 100,00 % - % 100,00 % %
di Daerah K /Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah Tangga yang
03 | 04 2 01 | 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS  |Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS- 100,00 Rumah Tangga = = 50,00 Rumah Tangga - Rumah Tangga 0% 250,00 Rumah Tangga 250,00 Rumah Tangga 250%
onrrne
Persentase jumlah rumah tangga
03 | 05 0 00 | 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN yang memperoleh layanan 60,00 % 21,20 % 21,30 % % 60,00 % %
SISTEM AIR LIMBAH - "
pengolahan air limbah domestik
dan Sistem Air Eersentabse Peng:_lotlaan;arc_ -
03| 05| 2| o01] 00 Limbah Domestik dalam Daerah engembangan Sistem Alr Limba 100,00 % 100,00 % . % 0% 100,00 % %
Kabupaten/Kota Domestik dalam Daerah
P Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi  [Jumlah Rencana, Kebijakan,
dan Strategi dan Teknis SPALD dalam _ _ _
03 05 2 01 01 Tl Sz e A sty Daerah Kabupaten/Kota yang 1,00 Dokumen 1,00 Dokumen Dokumen 0% 1,00 Dokumen 1,00 Dokumen 100%
Domestik Disusun
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Jumlah Rumah Tangga yang )
18,00 Unit 150,00 R h T¢ = R h T¢ 0% Y i
03 05 2 01 06 Pengolahan Setempat memiliki Tangki Septik 150,00 Rumah Tangga nif umah Tangga umah Tangga 150,00 Rumah Tangga 168,00 Rumah Tangga 112%
03|05 | 2| o01] 15 (RET T E RETEE 0 CEIEns) G Kapasitas IPLT Terbangun 2000  M3/Hari - - - - - - 0% 20,00  M3/Mari 2000 M3/Hari 100%
Prasarana IPLT
Persentase Drainase Dalam
03 | 06 0 00 | 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran 4,00 % - - - - 0% 4,00 % %
SISTEM DRAINASE o
Air Tidak Tersumbat
Persentase Pengelolaan dan
dan Sistem Pengembangan Sistem Drainase
03 | 06 2 | 01| 00 Drai yang Ter L dengan |yang Terhubung Langsung dengan 100,00 % - - - - 0% 100,00 % %
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota
03 06 2 01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan P; anoatian Drfalnase 300,00 M - - - - - - 0% 300,00 M 300,00 M 100%
Lingkungan yang Dibangun
Persentase Pengembangan
03| 07| 0 | 00| 00 |PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Infrastruktur Permukiman di 39,63 % 34,56 % 36,64 % % 39,63 % %
Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Infrastruktur pada Permukiman di
03 | 07 2 01 | 00 Permukiman di Kawasan Strategis Daerah pac 100,00 % 100,00 % - % 0% 100,00 % %
Kabupaten/Kota Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Pengembangan Jd:r:lg:r::ateg rira:[:lr(li?na:nPr::arana
03 | 07 2 01 | 01 Infrastruktur Kawasan Permukiman di z 0 Ve 5,00 Sistem Jaringan 2.878,00 M2 15,00 Sistem Jaringan - Sistem Jaringan 0% 5,00 Sistem Jaringan 2.883,00 Sistem Jaringan 57660%
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota g dl (e Siig s
9 P Daerah Kabupaten/Kota
03| 08| 0 | 00| 00 [PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Parsentase Capaian Penataan 70,00 % 20,00 % 50,00 % % 70,00 % %
Bangunan Gedung
Persentase Penyelenggaraan
y g di Bangunan Gedung di Wilayah
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian |Daerah Kabupaten/Kota,
03 | 08 2 01 00 y v 9 - 9 0% 9 9
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pemberian Izin Mendirikan 100,00 % 100,00 % % ° 100,00 % %
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik:
Fungsi Bangunan Gedung




URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM!

TARGET KINERJA CAPAIAN
PROGRAM (RENSTRA

REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM DAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

2023 (n-2)

TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN (RENJA

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN

BERJALAN

KODE TINGKAT
DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcomes) / KEGIATAN (output) PERANGKATZDO/;ERAH) TAHUN KELL-:—?EG’,\\“ I;ngZI?r;I:/;)I\I s/d TARGET RENJA PERANGKAT REALISASI RENJA TINGKAT PERANGK?JZE?:_T)AH TAHUN REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
DAERAH TAHUN 2023 (n-2) PERANGKAT DAERAH TAHUN REALISASI (% PROGRAM DAN KEGIATAN S/D| REALISASI
2023 (n-2) (€4) TAHUN BERJALAN (2024) TARGET
RENSTRA (%)
Jumlah Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan | Penerbitan Persyaratan Bangunan
Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi Gedung (PBG), Sertifikat Laik
03 | 08 2 01 | 01 (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung |Fungsi (SLF), peran Tim Profesi 1,00  Dokumen 5,00 Orang 1,00 Dokumen = Dokumen 0% 1,00  Dokumen 6,00 Dokumen 600%
(TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta|Ahli (TPA), Pendataan Bangunan
Implementasi SIMBG Gedung, serta Implementasi
SIMBG
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, Pembangunan, Pengawasan dan
03 | 08 2 01 | 02 dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah angunan, bengawasan da 2,00  Dokumen 1.253,00 M2 6,00 Dokumen = Dokumen 0% 2,00  Dokumen 1.255,00 Dokumen 62750%
KebUpaenikom Pemanfaatan Bangunan Gedung
B Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Bangunan Gedung untuk
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Kepentingan Strategis Daerah
03 | 08 2 01 | 12 Bangunan Gedung untuk Kepentingan Kabupaten/Kota yang Dilakukan 12,00 Unit 7,00 Unit 12,00 Unit = Unit 0% 6,00 Unit 13,00 Unit 108%
Strategis Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi, Renovasi dan
Ubahsuai
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN Persentase Capaian Penataan
0 0 00 66,00 % 70,00 % 70,00 % % 66,00 % %
03| 09 90 | L INGKUNGANNYA Bangunan dan Lingkungannya i ’ ’ ’ ° °
Persentase Penyelenggaraan
dan Penataan Bangunan dan
0 2 | o1 Y 9 9 - 9 0% 9 9
03 o 0 Li ya di Daerah /Kota Lingkungannya di Daerah 100,00 % 100,00 % % 7 100,00 % %
Kabupaten/Kota
Jumlah Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan Cagar
Budaya dan Tradisional
03 | 09 2 01 | 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan Bersejarah, Kawasan Pariwisata, 5,00 Kawasan 220,00 Unit 5,00 Kawasan - Kawasan 0% 4,00 Kawasan 224,00 Kawasan 4480%
Kawasan Sistem Perkotaan
Nasional dan Kawasan Strategis
1 ainnva
Jumian Femennaraan 1
dan Lingkungan di Kawasan Cagar
Budaya dan Tradisional
03 | 09 2 01 | 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Bersejarah, Kawasan Pariwisata, 5,00 Kawasan 4,00 Kawasan 65,00 Unit - Unit 0% 2,00 Kawasan 6,00 Kawasan 120%
Kawasan Sistem Perkotaan
Nasional dan Kawasan Strategis
P
03| 10| 0 | 00 | 00 |PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN :;:Sdei:itabf_:kpa"]a"g Jalan dalam 25,00 % 53,00 % 53,00 % % 25,00 % %
03| 10| 2|01 00 y Jalan [Kota |Persentase Penyelenggaraan Jalan 100,00 % 100,00 % . % 0% 100,00 % %
Kabupaten/ Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan el Dokumen. IFEEL
Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta [FELGRITERID 4GS G5 LEiE
03 | 10 2 | 01| 01 . Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan 3,00  Dokumen 4,00  Dokumen 3,00 Dokumen = Dokumen 0% 2,00  Dokumen 6,00 Dokumen 200%
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan I 5
Teknis, Bimbingan Teknis,
dan Jembatan N
Pengelolaan Pengendalian
03 10 2 01 | 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlafh. (DR GEEW LiToTiTES | Vi 1,00 Dokumen 1,00 Dokumen 1,00 Dokumen - Dokumen 0% 1,00 Dokumen 2,00 Dokumen 200%
Kondisi Jalan/Jembatan
03| 10| 2| o1] 08 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan 2075 KM 8,90 KM 23,72 KM s KM 0% 12,25 KM 21,15 KM 102%
Rekonstruksi Jalan
03 10 2 01 | 09 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 7,50 KM = ° ° ° = = 0% 2,00 KM 2,00 KM 27%
03| 10| 2|o0t|10 Pemeliharaan Berkala Jalan R ) BT 1,00 KM 1,00 KM 020 KM - KM 0% 1,00 KM 2,00 KM 200%
Pemeliharaan Secara Berkala
03| 10| 2 |ot|11 Pemeliharaan Rutin Jalan peniang o anoipikule 1,00 KM 140.806,00 Liter - - - - 0% 1,00 KM 140.807,00 KM 14080700%
Pemeliharaan Secara Rutin
03 | 10 [ 2 | 01 [ 12 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun 205,00 M o o 120,00 M o M 0% 97,00 M 97,00 M 47%
Panjang Jalan dan Jembatan yang
03 | 10 2 |01 21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat |Terehabilitasi/ Terekonstruksi 0,25 KM e o o o o o = 0,25 KM 0,25 KM 100%
Akibat Bencana
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan HimalEln Belaien S
03 10 2 01 22 yelengg: Pemantauan dan Evaluasi 1,00 Dokumen - - 1,00 Dokumen - Dokumen 0% 1,00 Dokumen 1,00 Dokumen 100%
Jalan/Jembatan
Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
03 1 0 00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN Persentase Penyelenggaraan 70,00 % 60,00 % 6500 % % 70,00 % %
RUANG Penataan Ruang
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah .T_ztr:e;isne P;n:if?g:%?zzﬂ
03 12 2 01 0 (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang g Wiay 100,00 % 100,00 % - % 0% 100,00 % %
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
(RRTR) Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota




KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM!

TARGET KINERJA CAPAIAN
PROGRAM (RENSTRA

REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM DAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

2023 (n-2)

TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN (RENJA

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN

BERJALAN

TINGKAT
DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcomes) / KEGIATAN (output) PERANGKATZDO/;ERAH) TAHUN KELL-:—?EG’,\\“ I;gZGZI?rI/;)N s/d TARGET RENJA PERANGKAT REALISASI RENJA TINGKAT PERANGK?JZZ?:_T)AH TAHUN REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
DAERAH TAHUN 2023 (n-2) PERANGKAT DAERAH TAHUN REALISASI (% PROGRAM DAN KEGIATAN S/D| REALISASI
2023 (n-2) ) TAHUN BERJALAN (2024) TARGET
RENSTRA (%)
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Jumlah Dokumen Persetujuan
03 12 2 01 | 01 Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan |Substansi, Evaluasi dan Penetapan 1,00 Dokumen 1,00 Kali 1,00 Dokumen = Dokumen 0% 1,00 Dokumen 2,00 Dokumen 200%
RTRW kabupaten/Kota RTRW Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Jumlah Dokumen Persetujuan
03 12 2 01 02 Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan |Substansi, Evaluasi dan Penetapan 1,00 Dokumen = = 1,00 Dokumen = Dokumen 0% 2,00 Dokumen 2,00 Dokumen 200%
RRTR Kabupaten/Kota RRTR Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dalam rangka Tl 3y Lt (Gl
03 12 2 01 | 03 P ) 9 Perda/Perkada selain RTRW 2,00 Dokumen - - 3,00 Dokumen = Dokumen 0% 3,00 Dokumen 3,00 Dokumen 150%
Pelaksanaan Penataan Ruang
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan .;l(ur;li@ t I?]ogu:san:srla:sam
03 | 12 2 01 | 04 Perundang-Undangan Bidang Penataan €bijakan dan Peraturar 2,00  Dokumen @ o 1,00 Dokumen o Dokumen 0% 2,00  Dokumen 2,00 Dokumen 100%
R Perundang-undangan Bidang
uang
Penataan ruana
» i dan i Per Persentase Koordinasi dan
03 | 12| 2 | 02| 00 Sinkronisasi Perencanaan Tata 100,00 % 100,00 % - % 0% 100,00 % %
Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Skl B (ORREE) Gy
03 12 2 02 [ 01 i Sinkronisasi Penyusunan RTRW 2,00 Dokumen ° = 1,00 Dokumen = Dokumen 0% 3,00 Dokumen 3,00 Dokumen 150%
RTRW Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Masyarakat Dalam AizlEly Biamen P el
03 | 12 2 02 | 03 d 4 pemahaman dan tanggung jawab 5,00  Dokumen = = 1,00 Dokumen = Dokumen 0% 5,00  Dokumen 5,00 Dokumen 100%
Penataan Ruang
Masyarakat
i dan Persentase Koordinasi dan
03 12 2 03 00 Ruang Daerah Kabupaten/ Kota Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 100,00 % 100,00 % - % 0% 100,00 % %
9 P Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan JSP:(IZ:.Z;U;Z :;:g C;'g:a': ! :nan
03 | 12 2 | 03| 01 Ruang Untuk Investasi Dan Pembangunan inidonisasi Fe uang 17,00  Dokumen 10,00 Kali 1,00 Dokumen = Dokumen 0% 18,00  Dokumen 28,00 Dokumen 165%
untuk Investasi dan Pembangunan
Daerah
Daerah
Jumlah Data dan Informasi yang
03 12 2 03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang Dihasilkan dari Sistem Informasi 5,00 Dokumen - - 2,00 Dokumen - Dokumen 0% 7,00 Dokumen 7,00 Dokumen 140%
Penataan Ruang
Persentase Koordinasi dan
i dan Sinkronisasi Pengendalian
03 12 2 04 00 100,00 % 100,00 % - % 0% 100,00 % %
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota |Pemanfaatan Ruang Daerah ° ° ° °
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian JS%‘:(IZ:.?;UP: :;J:q:;d;:a:;g?n
03| 12| 2| 0401 Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan \nkronisasi Femoerian insenti 1,00  Dokumen - - - - - - 0% 1,00  Dokumen 1,00  Dokumen 100%
dan Disinsentif Bidang Penataan
Ruang
Ruana
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik |Jumlah kasus yang Ditangani
03 | 12 2 04 | 03 Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 1,00 Kasus = = 1,00 Kasus - Kasus 0% 1,00 Kasus 1,00 Kasus 100%
Penataan Ruang (PPNS) Bidang Penataan Ruang
03| 12| 2| 04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 2umia Dokumen Koordinasi 10,00  Dokumen - - 1,00  Dokumen - Dokumen 0% 10,00  Dokumen 1000  Dokumen 100%
Pelaksanaan Penataan Ruang
04 | 00 0 00 | 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase Penyediaan dan
04 | 02 0 00 | 00 [PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN rehabilitasi rumah layak huni bagi 56,10 % 55,80 % % 56,10 % %
korban bencana kabupaten/kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah ;er:e;lc.at:e. Fr’zembar?gKunsn dan
04| 02| 2| 03] 00 Korban Bencana atau Relokasi Program ehabilitasi Ruman forban 100,00 % 100,00 % - % 0% 100,00 % %
Kabupaten/Kota Bencana atau Relokasi Program
P Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah Khusus beserta
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU |PSU bagi Korban Bencana
04 | 02 2 | 03 | 05 bagi Korban Bencana atau Relokasi Program |Kabupaten/Kota atau yang 7,00  Unit Rumah = = 7,00 Unit = Unit 0% 7,00  Unit Rumah 7,00  Unit Rumah 100%
Kabupaten/Kota Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota yang Terbangun
04| 03| 0 | 00| 00 [PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Berkurangnya jumiah 8,50 % 088 % % 8,50 % %
unit Rumah Tidak Layak Huni
Penerbitan Izin Pembangunan dan Persentase Penerbitan Izin
04 | 03 2 01 | 00 9 Pembangunan dan Pengembangan 100,00 % - - - - 0% 100,00 % %
Kawasan Per .
Kawasan Permukiman
Jumlah Dokumen Rencana
Penyusunan dan/atau Review serta Pembangunan dan Pengembangan
04 | 03 2 | ot o2 Legalisasi Rencana Pembangunan_ dan Kawasa_n Permukiman dan 1,00  Dokumen _ _ _ _ _ _ 0% 100  Dokumen 1,00 Dokumen 100%
Pengembangan Kawasan Permukiman dan |Permukiman Kumuh yang
Permukiman Kumuh Tersusun dan/atau Tereview serta
Terlegalisasi




TARGET KINERJA CAPAIAN

REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM DAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

2023 (n-2)

TARGET PROGRAM DAN

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN

BERJALAN

KEGIATAN (RENJA

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH [INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM (RENSTRA TINGKAT
DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcomes) / KEGIATAN (output) PERANGKATZE()_)/;ERAH) TAHUN KELL;QEGII\\II I;ngzI?r"l:/;)l\l s/d TARGET RENJA PERANGKAT REALISASI RENJA TINGKAT PERANGK?JZZ}»:«rET)AH TAHUN REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
DAERAH TAHUN 2023 (n-2) PERANGKAT DAERAH TAHUN REALISASI (% PROGRAM DAN KEGIATAN S/D| REALISASI
2023 (n-2) (6 TAHUN BERJALAN (2024) TARGET
RENSTRA (%)
04| 03| 2| 03] 00 Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) | " rmuKt umu 100,00 % 0,88 % - % 0% 100,00 % %
dengan Luas di Bawah 10
Ha
(sepuluh) Ha
04| 03| 2|o03] 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni i]:;”:gipk:r’;:i:f'dak v Lt 46,00 Unit Rumah - . 70,00 Unit . Unit 0% 4500 Unit Rumah 4500  Unit Rumah 8%




2.2.

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA 2024 “

Dengan mengacu realisasi APBD dan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja
Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman TA
2023, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar program/ kegiatan telah
memenuhi target kinerjahasil/ keluaran yang direncanakan dan ada beberapa program/
kegiatan belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.Hal ini
disebabkan adanya banyak hal yang menjadi kendala dan salah satunya ialah beberapa
kegiatan yang mengalami gagal lelang dikarenakan tidak adanya peminat pada paket
pekerjaan. Sehingga implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah ialah akan menghambat usulan baru yang akan dilaksanakan tahun
berikutnya karena mengingat kegiatan yang belum memenuhi target kinerja akan
diusulkan lagi pada tahun selanjutnya.

Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indicator keberhasilan
yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur PekerjaanUmum sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang ingin diwujudkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
Pemerintah Kota secara keseluruhan sehingga ada beberapa penyesuaian yang perlu
dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Dinas
Pekerjaan Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Malinau

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya
yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang Perumahan
Dan Kawasan Permukiman telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa
kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, yaitu
sebagai berikut:
1. Masih kurang pemahaman seluruh stakcholder terhadap peraturan perundang-
undangan yang baru yang berhubungan tugas dan fungsi pokok DPU-PR.PERKIM.
2. Sering terjadinya kendala-kendala teknis dan non teknis selama tahun anggaran
berlangsung.
3. Terbatasnya kondisi keuangan daerah sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak
bias dilaksanakan,

Adapun hasil pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah akan terlampir
pada table T-C.30 sebagai berikut:

Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau



Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MALINAU

SPM/ Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
No Indikator Standar IKK Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 Catatan Analisis
Nasional (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase jumlah rumah tangga yang Laju pertumbuhan penduduk dan
mendapatkan akses terhadap air tingkat urbanisasi yang tinggi dan
1 Penye-d|aar‘1 Kebutuhan Pokok Air Minum minum melalui SPAM jaringan 56,40% 65,80% 66% 66,20% 69.57% 74.53% 84% 88% pgrtu‘mbuhan cakupan pelayanan
Sehari-Hari perpipaan dan bukan jaringan air minum tidak sebanding
perpipaan terlindungi terhadap rumah dengan laju pertumbuhan
tangga di seluruh kabupaten/kota penduduk
Keterbatasan Anggaran APBD,
. maka skema kerjasama
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Persentase jumlah rumah tangga yang pendanaan dari provinsi sangat
2 . - memperoleh layanan pengolahan air 21,20% 21,30% 21,50% 21,80% 22,83% 82.97% 56% 57% ) .
Limbah Domestik . : diperlukan untuk meningkatkan
limbah domestik )
pelayanan pengolahan Air
Limbah Domestik
Keterbatasan Anggaran APBD,
Penyediaan dan Rehabiitasi Rumah Persentase Hunian untuk Penyediaan meankdaaigear:?i:sr]?zsms sangat
3 |yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan rehabilitasi rumah layak huni bagi 55,30% 55,80% 56,10% 56,50% 0% 0% 55% 70% P provir 9
diperlukan untuk meningkatkan
Kabupaten/Kota korban bencana kabupaten/kota )
pelayanan pengolahan Air
Limbah Domestik
Keterbatasan Anggaran APBD,
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Persentase Fasilitasi hunian maka skema kerjasama
Layak Huni Bagi Masyarakat Yang penyediaan rumah layak huni bagi o o o o o o o o pendanaan dari provinsi sangat
4 Terkena Relokasi Program Pemerintah masyarakat terdampak relokasi 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% diperlukan untuk meningkatkan
Daerah Kabupaten/Kota program pemerintah kabupaten/kota pelayanan pengolahan Air
Limbah Domestik




2.3.

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA 2024 n

Isu — Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Malinau mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah
daerah berdasarkan asas otonomi yaitu urusan Pekerjaan Umum. Selain pelaksanaan
urusan Pekerjaan Umum, dinasini juga bertanggung jawab dalam pelayanan

masyarakat.

Di samping itu, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga
teknis daerah dibidang pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman berperan melakukan pendampingan kepada
Peangkat dan Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan
pembangunan sarana dan prasarana, seperti pelibatan dalam pengawasan teknis,

supervisi, panitia pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Pekerjaan Umum
Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai
berikut:

Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan
umum.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Meskipun demikian, selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga

teknis daerah di bidang pekerjaan umum tentu akan menemukan beberapa masalah yang
akan menjadi kendala dalam melakukan tugas pemerintahan tersebut dan hal itu akan
menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua
program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat
meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada demi tetap menjaga keberadaan

suatu organisasi.

Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau



2.4.

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA 2024 “

Isu-isu Strategis yang menjadi focus utama perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukimanyaitu:

1) Peningkatan kualitas jalan yang sudah terbanguan

2) Optimalisasi pemeliharaan jalan melalui penyediaan alat besar

3) Optimalisasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan pada kawasan yang
masih terisolasi

4) Peningkatan layanan dan kualitas daerah irigasi dengan membangun serta
memelihara konektivitas jaringan irigasi pada wilayah pertanian

5) Peningkatan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan di kawasan Perkotaan.

6) Peningkatan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan di kawasan permukiman.

7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

8) Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum diperuntukkan untuk menunjang
fungsi hunian.

9) Perbaikan rumah tidak layakhuni.

10) Peningkatan pengelolaan drainase lingkungan.

11) Peningkatan penanganan Air Limbah Domestik.

12) Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang

13) Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang sesuai sesuai rencana tata ruang yang
telah ditetapkan.

14) Peningkatan kualitas data spasial tata ruang.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2024 Dinas
Pekerjaan Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Malinau ini akan membandingkan antara rancangan awal RKPD TA 2024 dengan hasil
analisis kebutuhannya selama tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui
kesesuaian atau kecocokan antara program/ kegiatan yang berjalan dengan RKPD yang
telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diakhir tahun anggaran tidak terjadi penemuan-
penemuan yang menyimpang dari RKPD.

Dalam Review ini akan memuat 12 Program, diantaranya:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Jalan
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau
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5
6.
-
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9

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA 2024 “

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Penataan Bangunan Gedung

Program Kawasan Permukiman

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Penataan Banguan dan Lingkungannya

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

10. Program Pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

11. Program Pengembangan Perumahan

12. Program Pengembangan Permukiman.

Dari 12 program tersebut akan dijabarkan uraian kegiatannya masing-masing

beserta nilai pagu indikatif/ kegiatan yang akan terlampir dalam tabel T-C.31 berikut:

Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau



OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau

TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Malinau

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan
oS Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian| Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase Capaian Pelaksanaan Persentase Capaian Pelaksanaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : . 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN ; . 0
1 DAERAH KABUPATEN/ KOTA Program Penunjang Urusan Pemerintah 100% 44.399.424.392,00 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Program Penunjang Urusan Pemerintah 100% 44.399.424.392,00
Daerah Kab/Kota Daerah Kab/Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (REREEiEED AEITETEE KEEREER 100% 10.103.503.322,28 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah el scelaomnEaasiketanoan 100% 10.103.503.322,28
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
" " . Kabupaten Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan . o . Kabupaten Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Malinau Tunjangan ASN 90 Orang/bulan 10.103.503.322,28 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Malinau Tunjangan ASN 90 Orang/bulan 10.103.503.322,28
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Persentase Administrasi Barang Milik o Administrasi Barang Milik Daerah Pada Persentase Administrasi Barang Milik o
Daerah Daerah Pada Perangkat Daerah e SR Perangkat Daerah Daerah Pada Perangkat Daerah ok SR
- Kabupaten Jumlah Dokumen Pengamanan Barang - Kabupaten Jumlah Dokumen Pengamanan Barang
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Malinau Milik Daerah SKPD 161 Dokumen 650.000.000 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Malinau Milik Daerah SKPD 161 Dokumen 650.000.000
I - Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan I Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Kab_upaten Penyusunan Laporan Barang Milik 100 Laporan 260.000.000 R?Ifonsmas' dan Penyusunan Laporan Barang Kab_upaten Penyusunan Laporan Barang Milik 100 Laporan 260.000.000
Daerah pada SKPD Malinau Milik Daerah pada SKPD Malinau
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah REEiEER AGEEE) (EPEgREER 100% 650.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah RRSEiEER NG5 KEPE A 100% 650.000.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
- . ’ Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas - . . Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kabupaten dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 22 Orang 500.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan |Kabupaten dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan 22 Orang 500.000.000
Tugas dan Fungsi Malinau - Tugas dan Fungsi Malinau "
dan Pelatihan dan Pelatihan
Kabupaten Jumlah Orang yang Mengikuti Kabupaten Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Malinzu Sosialisasi Peraturan Perundang- 180 Orang 150.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Malinzu Sosialisasi Peraturan Perundang- 180 Orang 150.000.000,00
Undangan Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah REEiEEe ARlmiEEe) Ui 64% 8.844.245.772 | Administrasi Umum Perangkat Daerah PRSEiiEER AGmEEE) Ui 64% 8.844.245.772
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
. A Jumlah Paket Komponen Instalasi ) ' Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kal:{upaten Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Paket 80.000.000 Pgnyed|aan Komponen Instalasi Kabypaten Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Paket 80.000.000
Bangunan Kantor Malinau I Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Malinau o
yang Disediakan yang Disediakan
. Kabupaten Jumlah Paket Peralatan dan ' Kabupaten Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Malinau Perlengkapan Kantor yang Disediakan 47 Paket 524.245.772 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Malinau Perlengkapan Kantor yang Disediakan 47 Paket 524.245.772
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabypaten JumIahAPaklet Bahan Logistik Kantor 29 Paket 390.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab_upaten JumIah_Pak‘et Bahan Logistik Kantor 29 Paket 390.000.000
Malinau yang Disediakan Malinau yang Disediakan
. Kabupaten Jumlah Paket Barang Cetakan dan ' Kabupaten Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Malinau Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 200.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Malinau Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 200.000.000
Penyediaan Bahan/Material Kabupaten Jumlah Paket Bahan/Material yang 19 Paket 6.100.000.000 Penyediaan Bahan/Material Kabupaten Jumiah Paket Bahan/Material yang 19 Paket 6.100.000.000
Malinau Disediakan Malinau Disediakan




Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi [Kabupaten Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kabupaten Jumlah Laporan Penyelenggaraan
SKPD Malinau Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 145 Laporan 1.550.000.000 Konsultasi SKPD Malinau Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 145 Laporan 1.550.000.000
- . Persentase Pengadaan Barang Milik - - Persentase Pengadaan Barang Milik
Pengat_:laan BarangjHliliipacrahiEenunianglUiusan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 100% 8.400.000.000 Bensadaan Ba_rang pilikiDacrahlRenunjang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 100% 8.400.000.000
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Daerah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kabupaten Jumlah.Umt Kendaraan Dinas . Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau |Kabupaten JumIah_Unlt Kendaraan Dinas .
. Operasional atau Lapangan yang 4 Unit - . Operasional atau Lapangan yang 4 Unit -
Lapangan Malinau - Lapangan Malinau .
Disediakan Disediakan
Pengadaan Alat Besar l\K/;tlJiL:]ziten Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 2 Unit 4.100.000.000 Pengadaan Alat Besar saatﬁlrj][;zten Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 2 Unit 4.100.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab_upaten J”T“'ah unit Peljalat_an dan Mesin 15 Unit 300.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab_upaten J“T"'ah Unit Per_alatgn dan Mesin 15 Unit 300.000.000
Malinau Lainnya yang Disediakan Malinau Lainnya yang Disediakan
Kec. Malinau - . Kec. Malinau . .
Pengadaan Aset Tetap Lainnya Utara, Kec. Jl{mla.h Unit Aset Tetap Lainnya yang 2 Unit 4.000.000.000,00 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Utara, Kec. ngla.h Unit Aset Tetap Lainnya yang 2 Unit 4.000.000.000,00
. Disediakan . Disediakan
Malinau Kota Malinau Kota
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Pe_nyed|aan Jasa Penunjang 100% 12.571.675.298 Penyec_ilaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Pepyedlaan Jasa Penunjang 100% 12.571.675.298
Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kabupaten Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Malinzu Pelayanan Umum Kantor yang 306 Laporan 12.571.675.298 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor MaIinZu Pelayanan Umum Kantor yang 306 Laporan 12.571.675.298
Disediakan Disediakan
- - - Persentase Pemeliharaan Barang Milik - - - Persentase Pemeliharaan Barang Milik
Pemeliharaan _Barang Milik Daerah Penunjang DacrahlPenursanalUr ean 100% 2.920.000.000 Pemellharaan_Barang Milik Daerah Penunjang DacianlPentnjanalUriean 100% 2.920.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah - Urusan Pemerintahan Daerah .
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kabupaten Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kabupaten Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Malinzu atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 1 Unit 50.000.000 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Malingu atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 1 Unit 50.000.000
Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kabupaten Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kabupaten Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional . P atau Lapangan yang Dipelihara dan 35 Unit 500.000.000 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan . p atau Lapangan yang Dipelihara dan 35 Unit 500.000.000
Malinau N X L N ! Malinau " . L
atau Lapangan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Dinas Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Penyedl_aén Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kab_upaten JL_JmIah Alat Be_sa_nr yang Dipelihara dan 54 Unit 2.000.000.000 Penye@aan Jasa Pemgh.haraan, Biaya Kab_upaten Jt_JmIah Alat Be§a_1r yang Dipelihara dan 54 Unit 2.000.000.000
dan Perizinan Alat Besar Malinau dibayarkan Perizinannya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Malinau dibayarkan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab_upaten JumIah_PeraIatan dan Mesin Lainnya 55 Unit 70.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab_upaten Jumlah_PeraIatan dan Mesin Lainnya 55 Unit 70.000.000
Malinau yang Dipelihara Malinau yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Kabupaten Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan . Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan |Kabupaten Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan .
h ’ . L ] A 1 Unit 300.000.000 h ’ ) - ] A 1 Unit 300.000.000
Bangunan Lainnya Malinau Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya Malinau Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Rasio luas daerah irigasi kewenangan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Rasio luas daerah irigasi kewenangan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) kabupaten/kota yang dilayani oleh 0,79% 8.100.000.000 (SDA) kabupaten/kota yang dilayani oleh 0,79% 8.100.000.000
jaringan irigasi jaringan irigasi
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai gg;se:r::iepz‘f\ngi(::a;a:g? d:;a Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman ;;seﬁ:iepﬁn%i:(gia;aig? d:;a
pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah ’ 9 b 9 | p 100% 4.980.000.000 | Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 " 9 i, 9 | P 100% 4.980.000.000
Kabupaten/Kota Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) (satu) Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen . Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen : X . Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen : . .
Linakungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Desa Respen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Linakungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Desa Respen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi
gkung P 9 Tubu, Kec. Pengendali Banjir, Lahar, Drainase 1 Dokumen 350.000.000 gkung P 9 Tubu, Kec. Pengendali Banjir, Lahar, Drainase 1 Dokumen 350.000.000

Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai

Malinau Utara

Kawasan, dan Pengaman Pantai yang

Disusun

Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan

Pengaman Pantai

Malinau Utara

Kawasan, dan Pengaman Pantai yang
Disusun




Desa Tanjung

Desa Tanjung

Pembangunan Tanggul Sungai Lapang, Kec. Panjang Tanggul Yang dibangun 0.2 KM 2.400.000.000 Pembangunan Tanggul Sungai Lapang, Kec. Panjang Tanggul Yang dibangun 0.2 KM 2.400.000.000
Malinau Barat Malinau Barat
Kec. Malinau Panjang Sungai yan Kec. Malinau Panjang Sungai yan
Normalisasi/Restorasi Sungai Utara, Kec. anjang sungai yang 2 KM 2.080.000.000 Normalisasi/Restorasi Sungai Utara, Kec. anjang sungaiyang 2 KM 2.080.000.000
. Dinormalisasi/Direstorasi . Dinormalisasi/Direstorasi
Malinau Kota Malinau Kota
Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Kab_upaten Pgnjang !(anal Banjl_r yang 4 KM 150.000.000 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Kab_upaten Pgn]ang _Kanal BanJI_r yang 4 KM 150.000.000
Malinau Dioperasikan dan Dipelihara Malinau Dioperasikan dan Dipelihara
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi FERESEsE Pe_ngemba.nga_n d_an Pengembangan dan Pengelolaan Sistem REFEEEE Pepgemba_ngap d_an
Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yan Bl Sl WHERE (AilieD CEn Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah IREnErEGlEE Sl gRe (Rliey CEn
" P gasi yang Sekunder pada Daerah Irigasi yang 100% 2.700.000.000 tgasi " P Sekunder pada Daerah Irigasi yang 100% 2.700.000.000
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah : Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam ;
Kabupaten/Kota Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1
P (satu) Daerah Kabupaten/Kota P (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
! ) R Kab. Malinau Lingkungan Hidup untuk Konstruksi 1 Dokumen 100.000.000 Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Kab. Malinau Lingkungan Hidup untuk Konstruksi 1 Dokumen 100.000.000
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Lo g
Irigasi dan Rawa yang Tersusun Rawa Irigasi dan Rawa yang Tersusun
. - . Panjang Jaringan Irigasi Permukaan . I . Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Kab. Malinau . - - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Kab. Malinau > - -
yang Dibangun yang Dibangun
Kec. Malinau Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Kec. Malinau Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Barat, Kec. ) g 9 9 2,4 KM 2.000.000.000 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Barat, Kec. ) g 9 9 2,4 KM 2.000.000.000
X yang Ditingkatkan ; yang Ditingkatkan
Malinau Kota Malinau Kota
Kec. Kayan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Kayan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |Selatan, Kec. ) g g 9 L 1 KM 600.000.000 P 9 9 Selatan, Kec. ) g g 9 L 1 KM 600.000.000
yang Dioperasikan dan Dipelihara Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara
Kayan Hulu Kayan Hulu
Persentase jumlah rumah tangga yang Persentase jumlah rumah tangga yang
mendapatkan akses terhadap air mendapatkan akses terhadap air
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN minum melalui SPAM jaringan 60% 2.500.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN minum melalui SPAM jaringan 60% 2.500.000.000
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM perpipaan dan bukan jaringan ° R SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM perpipaan dan bukan jaringan ° R
perpipaan terlindungi terhadap rumah perpipaan terlindungi terhadap rumah
tangga di seluruh kabupaten/kota tangga di seluruh kabupaten/kota
pengelolaan dan engembangn Sitem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah =g 9an > v 100% 2.500.000.000 | Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah =nJ gan > v 100% 2.500.000.000
Kabupaten/Kota Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Minum (SPAM) di Daerah
P Kabupaten/Kota P Kabupaten/Kota
Kec. Malinau Kec. Malinau
. . - Selatan Hilir, Jumlah sambungan rumah yang . . . Selatan Hilir, Jumlah sambungan rumah yang
iz:z::;gsnan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Kec. Mentarang |terlayani melalui Kegiatan Padat 150 SR 2.500.000.000 E:m:::fg!?g;::r Jaringan Perpipaan di Kec. Mentarang |terlayani melalui Kegiatan Padat 150 SR 2.500.000.000
Hulu, Kec. Karya/SPAM Berbasis Masyarakat Hulu, Kec. Karya/SPAM Berbasis Masyarakat
Malinau Utara Malinau Utara
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN Persentase Rumah Tangga yang PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN Persentase Rumah Tangga yang
memiliki akses terhadap layanan 1,83% 500.000.000 memiliki akses terhadap layanan 1,83% 500.000.000

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Pengelolaan Persampahan Regional

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Pengelolaan Persampahan Regional




Pengembangan Sistem dan Pengelolaan

Persentase Pengembangan Sistem dan

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan

Persentase Pengembangan Sistem dan

i 0, i 0,
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan di Daerah 100% 500.000.000 Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan di Daerah 100% 500.000.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
g Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani 250 Rumah g Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani 250 Rumah
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kec. Kayan Hulu TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Tangga 500.000.000 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kec. Kayan Hulu TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Tangga 500.000.000
Persentase jumlah rumah tangga yang Persentase jumlah rumah tangga yang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN X ® PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN X ®
SISTEM AIR LIMBAH memperoleh Ia_yanan pengolahan air 60% 6.650.000.000 SISTEM AIR LIMBAH memperoleh Ia_yanan pengolahan air 60% 6.650.000.000
limbah domestik limbah domestik
Persentase Pengelolaan dan - . Persentase Pengelolaan dan
. q X R Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air X A
P_engelolaan dar_n Pengembangan Sistem Air Pengem_bangan Sistem Air Limbah 100% 6.650.000.000 Limbah Domestik dalam Daerah Pengem_bangan Sistem Air Limbah 100% 6.650.000.000
Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Domestik dalam Daerah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Kabupaten Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Kabupaten Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi
Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Malingu dan Teknis SPALD dalam Daerah 1 Dokumen 150.000.000 Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Malin’;u dan Teknis SPALD dalam Daerah 1 Dokumen 150.000.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Disusun dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Disusun
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Kec. Kayan_Hqu, Jumlah Rumah Tangga yang memiliki 150 Rumah Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Kec. Kayan_Hqu, Jumlah Rumah Tangga yang memiliki 150 Rumah
Setempat Kec. Sungai Boh, Tangki Septik Tangga 1.500.000.000 Pengolahan Setempat Kec. Sungai Boh, Tangki Septik Tangga 1.500.000.000
P Kec. Kayan Hilir 9 P 99 9 P Kec. Kayan Hilir 9 P 99
Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana |, .. vojinay  |Kapasitas IPLT Terbangun 20 m3/Hari 5.000.000.000 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Kab. Malinau  |Kapasitas IPLT Terbangun 20 m3/Hari 5.000.000.000
IPLT Prasarana IPLT
Persentase Drainase Dalam Kondisi Persentase Drainase Dalam Kondisi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN . . P 0 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN . . - 9
SISTEM DRAINASE Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak 4% 500.000.000 SISTEM DRAINASE Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak 4% 500.000.000
Tersumbat Tersumbat
y . Persentase Pengelolaan dan . Persentase Pengelolaan dan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase P . Pengelolaan dan Pengembangan Sistem P ey
yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam g 9 yang 100% 500.000.000 | Drainase yang Terhubung Langsung dengan g 9 yang 100% 500.000.000
Daerah Kabupaten/Kota Terhubung Langsung dengan Sungai Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Terhubung Langsung dengan Sungai
P dalam Daerah Kabupaten/Kota 9 P dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kec. Kayan Hulu Pan]ang Saluran Drainase Lingkungan 300 M 500.000.000 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kec. Kayan Hulu Pan]ang Saluran Drainase Lingkungan 300 M 500.000.000
yang Dibangun yang Dibangun
Persentase Pengembangan Persentase Pengembangan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Infrastruktur Permukiman di Kawasan 39,63% 2.400.000.000 |PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Infrastruktur Permukiman di Kawasan 39,63% 2.400.000.000
Strategis Daerah Kabupaten/Kota Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan
. : . Penyelenggaraan Infrastruktur pada . .
Pfenyelenggaraan Il}frastruktur pada Permukiman Infrastruktur pad.a Permukiman di 100% 2.400.000.000 Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Infrastruktur padg Permukiman di 100% 2.400.000.000
di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Strategis Daerah Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kec. Malinau Kec. Malinau
Kota, Kec. Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Kota, Kec. Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Malinau Barat, Sarana Permukimang ang Dibangun di Pembangunan dan Pengembangan Malinau Barat, Sarana Permukimang ang Dibanaun di 5 Sistem
Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah |Kec. Malinau an yang 9 5 Sistem Jaringan 2.400.000.000 Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan |Kec. Malinau an yang 9 } 2.400.000.000
Kawasan Strategis Daerah . Kawasan Strategis Daerah Jaringan
Kabupaten/Kota Utara, Kec. Strategis Daerah Kabupaten/Kota Utara, Kec.
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Mentarang, Kec. Mentarang, Kec.
Kavan Hulu Kavan Hulu
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Capaian Penataan 70% 9.350.000.000 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Capaian Penataan 70% 9.350.000.000

Bangunan Gedung

Bangunan Gedung




Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin

Persentase Penyelenggaraan Bangunan
Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian

Persentase Penyelenggaraan Bangunan
Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin

0/ 0,
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Mendirikan Bangunan (IMB) dan L SEBRATIT Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Mendirikan Bangunan (IMB) dan o SEERLTIATe
Fungsi Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung Gedung
Kec. Malinau Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Penvelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Kec. Malinau Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Kota, Kec. Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), yelengg : N X Kota, Kec. Persyaratan Bangunan Gedung (PBG),
N N - : o - X X Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), ; e . X X
Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran [Malinau Barat, |Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim 1 Dokumen 350.000.000 eran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Malinau Barat, |Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim 1 Dokumen 350.000.000
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan |Kec. Malinau Profesi Ahli (TPA), Pendataan R P 9 9 9 " |Kec. Malinau Profesi Ahli (TPA), Pendataan R
; - Pendataan Bangunan Gedung, serta .
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Utara, Kec. Bangunan Gedung, serta Implementasi R Utara, Kec. Bangunan Gedung, serta Implementasi
Implementasi SIMBG
Mentarang SIMBG Mentarang SIMBG
. Jumlah Dokumen Perencanaan, . Jumlah Dokumen Perencanaan,
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Kec. Sungai Pembanaunan. Pengawasan dan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan [Kec. Sungai Pembangunan. Pengawasan dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Tubu, Kec. 9 : 9 2 Dokumen 2.750.000.000 Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Tubu, Kec. 9 ! 9 2 Dokumen 2.750.000.000
Kabupaten/Kota Malinau Kota Pemanfaatan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Malinau Kota Pemanfaatan Bangunan Gedung
P Daerah Kabupaten/Kota P Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Kec. Kayan Hulu, JKL;méanTi:a:r?grt‘raar]ceG?:g;%z;tUk Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan |Kec. Kayan Hulu, .I](uem;l:i:a:gg:sarl:?:gr;ge;?‘tuk
Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kec. Malinau P 9 g ilakuk 6 unit 6.250.000.000 Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kec. Malinau P 9 9 ilakuk 6 unit 6.250.000.000
Kabupaten/Kota Kota Kabupaten/Kota yang Dilakukan Kabupaten/Kota Kota Kabupaten/Kota yang Dilakukan
! Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai ! Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN Persentase Capaian Penataan 0 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN Persentase Capaian Penataan 9
9 LINGKUNGANNYA Bangunan dan Lingkungannya cee SEOTU0LY LINGKUNGANNYA Bangunan dan Lingkungannya L SEUQIDLEY
P D T ey, s Persentase Penyelenggaraan Penataan D ey Persentase Penyelenggaraan Penataan
L e Daeral Kaburaton s Bangunan dan Lingkungannya di 100% 1.750.000.000 | N o aerah Kabuoaton Ko Bangunan dan Lingkungannya di 100% 1.750.000.000
9 9 Y P Daerah Kabupaten/Kota 9 9 Y P Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Penataan Bangunan dan Jumlah Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kab_upaten dan_ T_rad|5|onal Bersejgrah, Kawasan 4 Kawasan 1.150.000.000 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kab_upaten dan_ T_radlsmnal Bersejgrah, Kawasan 4 Kawasan 1.150.000.000
Malinau Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Malinau Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan
Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis
Lainnya Lainnya
Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya
- - Kabupaten dan Tradisional Bersejarah, Kawasan . . Kabupaten dan Tradisional Bersejarah, Kawasan
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan f - - 2 Kawasan 600.000.000 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan ) - - 2 Kawasan 600.000.000
Malinau Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Malinau Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan
Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis
Lainnya Lainnya
10 |PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN E:irlfe"tase panjang jalan dalam kondisi 25% 42.350.000.000 |PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Egirlfe”tase panjang jalan dalam kondisi 25% 42.350.000.000
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota ESSIESS e e ERIEEN S 100% 42.350.000.000 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota S eesehelyeendoataaniaan 100% 42.350.000.000

Kabupaten/ Kota

Kabupaten/ Kota




Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi

Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi

Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan

Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Kab_upaten Adv!g dan Layanan Teknl_s, Keqlan_ 2 Dokumen 650.000.000 Pengembangan Jaf'“ga” Jalan Serta Kab_upaten Adv!_s dan Layanan Tekm_s, Ka_]lan_ 2 Dokumen 650.000.000
. Malinau Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Malinau Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan N . X .
Teknis, Pengelolaan Pengendalian dan Jembatan Teknis, Pengelolaan Pengendalian
Survey Kondisi Jalan/Jembatan Kab_upaten Jumlgh Data dan Informasi Terkait 1 Dokumen 500.000.000 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Kab_upaten Jumla_lh_ Data dan Informasi Terkait 1 Dokumen 500.000.000
Malinau Kondisi Jalan/Jembatan Malinau Kondisi Jalan/Jembatan
Kec. Malinau Kec. Malinau
Selatan, Kec. Selatan, Kec.
Malinau Selatan Malinau Selatan
Hilir, Kec. Hilir, Kec.
Malinau Utara, Malinau Utara,
Rekonstruksi Jalan Kec. Malinau | Panjang Jalan yang Dilakukan 12,25 Km 22.000.000.000 Rekonstruksi Jalan Kec. Malinau | Panjang Jalan yang Dilakukan 12,25 Km 22.000.000.000
Selatan Hulu, Rekonstruksi Jalan Selatan Hulu, Rekonstruksi Jalan
Kec. Malinau Kec. Malinau
Barat, Kec. Barat, Kec.
Malinau Kota, Malinau Kota,
Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hilir,
Kec. Sungai Boh Kec. Sungai Boh
Rehabilitasi Jalan Ef;a Malinau | panjang Jalan yang Direhabilitasi 2 Km 2.000.000.000 Rehabilitasi Jalan Eifa Malinau | panjang Jalan yang Direhabilitasi 2 Km 2.000.000.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Kab_upaten Pan]ar)g Jalan yang Dilakukan 1 Km 1.000.000.000 Pemeliharaan Berkala Jalan Kab_upaten Pan]aqg Jalan yang Dilakukan 1 Km 1.000.000.000
Malinau Pemeliharaan Secara Berkala Malinau Pemeliharaan Secara Berkala
Pemeliharaan Rutin Jalan Kab_upaten Pan]ar)g Jalan yang Dllakykan 1 km 2.000.000.000 Pemeliharaan Rutin Jalan Kab_upaten Pan]ar?g Jalan yang D|Iak_ukan 1 km 2.000.000.000
Malinau Pemeliharaan Secara Rutin Malinau Pemeliharaan Secara Rutin
Kec. Malinau Kec. Malinau
Pembangunan Jembatan Selatan, Kec. Panjang Jembatan yang Dibangun 97 M 13.000.000.000 Pembangunan Jembatan Selatan, Kec. Panjang Jembatan yang Dibangun 97 M 13.000.000.000
Sungai Tubu Sungai Tubu
Kabupaten Panjang Jalan dan Jembatan yang Kabupaten Panjang Jalan dan Jembatan yang
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Malinzu Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat 0,25 KM 1.000.000.000 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Malinl;u Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat 0,25 KM 1.000.000.000
Bencana Bencana
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten Jumiah Dokumen Hasil Pemantauan
Velengg " P dan Evaluasi Penyelenggaraan 1 Dokumen 200.000.000 yelengg " p dan Evaluasi Penyelenggaraan 1 Dokumen 200.000.000
Jalan/Jembatan Malinau Jalan/Jembatan Malinau
Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan
11 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Penyelenggaraan Penataan 70% 2.575.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN Persentase Penyelenggaraan Penataan 70% 2.575.000.000
Ruang RUANG Ruang
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;i?:nt\?vsiﬁ P;:] ?:?IPF?\?V)R zgncag;gzaa Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah ;i;s:ntvavs"ea Paerr: ?If‘IPIg\TV)R zgf\alr{]:n-lt—:ztnaa
dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 9 Wilay 100% 625.000.000| (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 9 Whay 100% 625.000.000

Kabupaten/Kota

Rinci Tata Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

Rinci Tata Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota




Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,

Jumlah Dokumen Persetujuan

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,

Jumlah Dokumen Persetujuan

Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW I\K/Iaatl’i#;iten Substansi, Evaluasi dan Penetapan 1 Dokumen 150.000.000 Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW rﬂz'i;giten Substansi, Evaluasi dan Penetapan 1 Dokumen 150.000.000
kabupaten/Kota RTRW Kabupaten/Kota kabupaten/Kota RTRW Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Kabupaten Jumlah Dokumen Persetujuan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Kabupaten Jumlah Dokumen Persetujuan
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Malinzu Substansi, Evaluasi dan Penetapan 2 Dokumen 50.000.000 Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Malin[a)\u Substansi, Evaluasi dan Penetapan 2 Dokumen 50.000.000
Kabupaten/Kota RRTR Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota RRTR Kabupaten/Kota
", Jumlah Dokumen Kebijakan . Jumlah Dokumen Kebijakan
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Kab_upaten Perda/Perkada selain RTRW 3 Dokumen 350.000.000 Penetapan Kebijakan dalam rangka Kab_upaten Perda/Perkada selain RTRW 3 Dokumen 350.000.000
Penataan Ruang Malinau Pelaksanaan Penataan Ruang Malinau
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang- Kabupaten Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-|Kabupaten Jumiah Dokumen Sosialisasi Kebijakan
N . dan Peraturan Perundang-undangan 2 Dokumen 75.000.000 : . dan Peraturan Perundang-undangan 2 Dokumen 75.000.000
Undangan Bidang Penataan Ruang Malinau N Undangan Bidang Penataan Ruang Malinau .
Bidang Penataan ruang Bidang Penataan ruang
s - N Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi - . - Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi
S On ceslierencanaanjiats Perencanaan Tata Ruang Daerah 100% 625.000.000 Al N e RStencanaaniiata Perencanaan Tata Ruang Daerah 100% 625.000.000
Ruang Daerah Kabupaten/Kota Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
- . - Jumlah Dokumen Koordinasi dan - - - Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kab_upaten Sinkronisasi Penyusunan RTRW 3 Dokumen 200.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kab_upaten Sinkronisasi Penyusunan RTRW 3 Dokumen 200.000.000
Kabupaten/Kota Malinau Kabupaten/Kota Malinau
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
. Jumlah Dokumen Peningkatan . Jumlah Dokumen Peningkatan
Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Kab_upaten pemahaman dan tanggung jawab 5 Dokumen 425.000.000 Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Kab_upaten pemahaman dan tanggung jawab 5 Dokumen 425.000.000
Ruang Malinau Ruang Malinau
Masyarakat Masyarakat
s " L Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi s . I Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Daerah 100% 1.075.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang Daerah 100% 1.075.000.000
Daerah Kabupaten Kota Ruang Daerah Kabupaten Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruan Kabupaten Jumlah Dokumen Koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kabubaten Jumlah Dokumen Koordinasi dan
. 9 . P Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk 18 Dokumen 375.000.000 Ruang Untuk Investasi Dan Pembangunan . p Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk | 18 Dokumen 375.000.000
Untuk Investasi Dan Pembangunan Daerah Malinau ! Malinau .
Investasi dan Pembangunan Daerah Daerah Investasi dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jumlah Data dan Informasi yang Kabupaten Jumlah Data dan Informasi yang
Sistem Informasi Penataan Ruang Malinzu Dihasilkan dari Sistem Informasi 7 Dokumen 700.000.000 Sistem Informasi Penataan Ruang Malingu Dihasilkan dari Sistem Informasi 7 Dokumen 700.000.000
Penataan Ruang Penataan Ruang
s " S . Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi I . s . Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi
CEEeIEs]) (o ShTERe A e ElET Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100% 250.000.000 SCoeliEs] I ST g Rl Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100% 250.000.000
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
- . R - . Jumlah Dokumen Koordinasi dan - ] . . . Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Kggrdmag d_an Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Kabypaten Sinkronisasi Pemberian Insentif dan 1 Dokumen 100.000.000 Koordl_n_a5| dap S!nkron|sa5| Pemberian Insentif Kab_upaten Sinkronisasi Pemberian Insentif dan 1 Dokumen 100.000.000
Disinsentif Bidang Penataan Ruang Malinau - o dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Malinau - o
Disinsentif Bidang Penataan Ruang Disinsentif Bidang Penataan Ruang
. - - - . Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik
Opera§|qn_al|sa5| Tugés dan Fungsi Penyidik Pegawai Kabypaten Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang 1 Kasus 50.000.000 Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Kab_upaten Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang 1 Kasus 50.000.000
Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Malinau Malinau
Penataan Ruang Ruang Penataan Ruang
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kabypaten Jumlah Dokumen Koordinasi 10 Dokumen 100.000.000 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kabypaten Jumiah Dokumen Koordinasi 10 Dokumen 100.000.000
Malinau Pelaksanaan Penataan Ruang Malinau Pelaksanaan Penataan Ruang
Persentase Penyediaan dan rehabilitasi Persentase Penyediaan dan rehabilitasi
12 (PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN rumah layak huni bagi korban bencana 56,10% 350.000.000 [PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN rumah layak huni bagi korban bencana 56,10% 350.000.000

kabupaten/kota

kabupaten/kota




Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban

Persentase Pembangunan dan

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban

Persentase Pembangunan dan

Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 100% 350.000.000 | Bencana atau Relokasi Program Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 100% 350.000.000
9 P atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Knusus esert PSUb2G1 |y, oaien | pogt Korban Bencans Kaupaten Kot Pembangunan Rumah Knisus besert PSU b2 ocorer [sagi Korban Gencana Kabupaten/kota
Korban Bencana atau Relokasi Program up 9 P 7 Unit Rumah 350.000.000 Korban Bencana atau Relokasi Program up 9 P 7 Unit Rumah 350.000.000
Kabupaten/Kota Malinau atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Malinau atau yang Terkena Relokasi Program
P Kabupaten/Kota yang Terbangun P Kabupaten/Kota yang Terbangun
13 |[PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN IR R il et 8,50% 1.400.000.000 |PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN IRERESTIEER (2RI UHlELD Wi 8,50% 1.400.000.000
Rumah Tidak Layak Huni Rumah Tidak Layak Huni
. - Persentase Penerbitan Izin . . Persentase Penerbitan Izin
CEmisED T P_embangunan canjRengembandan Pembangunan dan Pengembangan 100% 500.000.000 S ) [ Tl e da[\ Pembangunan dan Pengembangan 100% 500.000.000
Kawasan Permukiman X Pengembangan Kawasan Permukiman X
Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman
Jumlah Dokumen Rencana Jumlah Dokumen Rencana
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Kabupaten Pembangunan dan Pengembangan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Kabupaten Pembangunan dan Pengembangan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan . P Kawasan Permukiman dan Permukiman 1 Dokumen 500.000.000 Rencana Pembangunan dan Pengembangan . p Kawasan Permukiman dan Permukiman 1 Dokumen 500.000.000
; N Malinau : N Malinau
Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Kumuh yang Tersusun dan/atau Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Kumuh yang Tersusun dan/atau
Tereview serta Terlegalisasi Tereview serta Terlegalisasi
. . . Persentase Peningkatan Kualitas . - . Persentase Peningkatan Kualitas
;:':‘:?‘k:::na'(nu::;? dli(anavvavsaahnll:)eZ?eutllr::)n Ha Kawasan Permukiman Kumuh dengan 100% 900.000.000 ;ﬁ';:ak:::n:‘u::::zs dli(anavvavsaahnlpersn;utIIT:)n Ha Kawasan Permukiman Kumuh dengan 100% 900.000.000
9 P Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 9 P Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Kec. Malinau Kec. Malinau
Kota, Kec. Kota, Kec.
Malinau Utara, " . Malinau Utara, " .
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kec. Mentarang |?u™ah Rumah Tidak Layak Huni yang | 4o i pimah 900.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kec. Mentarang | “MIah Rumah Tidak Layak Hunivang | o \;0i pumah 900.000.000

Hulu, Kec.

Mentarang, Kec.

Malinau Barat,

Diperbaiki

Hulu, Kec.

Mentarang, Kec.

Malinau Barat,

Diperbaiki




RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA 2024 “

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah
berdasarkan asas otonomi yaitu urusan Pekerjaan Umum. Selain pelaksanaan urusan
Pekerjaan Umum, dinas ini juga bertanggungjawab dalam pelayanan masyarakat.
Adapun kegiatan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat adalah menerima dan
menelaah usulan masyarakat dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau
melalui kegiatan Musrenbang Kecamatan. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Penataaan
Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten juga menerima dan menelaah
usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan lainnya seperti LSM,
Asosiasi-asosiasi dan lain-lain. Selanjutnya usulan program dan kegiatan tersebut akan
disortir berdasarkan kebutuhan prioritas daerah, tujuan-tujuan indikator yang ada dalam
isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta
menyesuaikan APBD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Berikut akan
dilampirkan usulan program dan kegiatan dari Musrenbang dan Lembaga lainnya pada
tabel T-C.32.

Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau



Tabel T-C.32

KABUPATEN MALINAU

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DARI MUSRENBANG & PARA PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan / Alasan
1 2 3 4 5 6
A |PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1 |Pembangunan jalan semenisasi |Kab.Malinau E_anjang Jalan yang Pokir Dewan
ibangun
Peningkatan Jalan dan Pani Jal
2 |Semenisasi sepanjang 85 Kab.Malinau anjang Jalan yang 85 Meter Pokir Dewan
Ditingkatkan
Meter
Desa Kaliamok, Pani Jal
. anjang Jalan yang
3 |Pemeliharaan berkala jalan fekr)n (le(nlagar_ls,d Dilakukan Pemeliharaan Pokir Dewan
ubu ) anis dan Secara Berkala
Lelapis
Panjang Jalan yang
4 |Rekonstruksi jalan Desa Long Liku Dilakukan Rekonstruksi Pokir Dewan
Jalan
Panjang Jalan yang
5 |Rekonstruksi Jalan Desa Lidung Keminc |Dilakukan Rekonstruksi Pokir Dewan
Jalan
. Panjang Jalan yang
6 RekOI‘lS.tl’uk_Sl jalan/ Desa Laban Nyarit  |Dilakukan Rekonstruksi Pokir Dewan
Semenisasi.
Jalan
RT. 04, Desa Panjang Jalan yan
7 |Rehabilitasi jalan Respen anjang ~alan yang Pokir Dewan
Direhabilitasi
Tubu
. . Panjang Jalan yang
8 Rekon.struKSI jalan/ RT. 19 Desa Malinau Dilakukan Rekonstruksi Pokir Dewan
semenisasi Kota J
alan
. . Panjang Jalan yang
9 Rekonstruks! Jalan menuju Desa Nawang Baru |Dilakukan Rekonstruksi Pokir Dewan
lahan pertanian
Jalan
RT.06, RT.07 dan paniang Jal
10 |Rehabilitasi Jalan RT.02 Desa Nawang anjang Ja'an yang Pokir Dewan
Direhabilitasi
Baru
Panjang Jalan yang
11 |Rekonstruksijalan Desa Long Temuyat |Dilakukan Rekonstruksi 6 KM Pokir Dewan
Jalan
S Panjang Jalan yang .
12 |Rehabilitasi jalan Desa Seruyung Direhabilitasi Pokir Dewan
Panjang Jalan yang
13 |Rekonstruksi jalan Desa Long Kemuat |Dilakukan Rekonstruksi 4 x 1500 Meter Pokir Dewan
Jalan
Semenisasi Kurang lebih RT. 01 Malinau .
14 500 M2 Pokir Dewan
500 M2 Seberang
. . Panjang Jalan yang
15 Rekontruksi Jalan menuju Desa Data Dian Dilakukan Rekonstruksi Pokir Dewan
Bandahara
Jalan
. . . Panjang Jalan yang .
16 |Peningkatan jalan tani Desa Sentaban Ditingkatkan Pokir Dewan
Panjang Jalan yang
17 |Rekonstruksijalan Desa _Sem_enggol ke Dilakukan Rekonstruksi Pokir Dewan
sungai Kaliamok Jalan
Pembangunan/ Peningkatan paniang Jalan van
18 [jalan menuju Bandara Desa Mahak Baru Dib;nggn yang Pokir Dewan
Mahak Baru
Pembangunan jembatan Paniang Jembatan van
19 [beton untuk penghubung Desa Bila Bekayuk jang yang Pokir Dewan

kedalam desa Bila Bekayuk

Dibangun




PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pembangunan SPAM

Jumlah sambungan
rumah yang terlayani

jaringan perpipaan di Desa Long Gafid melalui Kegiatan Padat 300 SR Pokir Dewan
kawasan pedesaan Karya/ SPAM Berbasis
Masyarakat
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
. . Desa Malinau Hilir, Jumlah Rumah Tidak
Perbaikan rumah tidak . . . .
lavak huni Desa Pelita Kanaan, |Layak Huniyang 40 Unit Pokir Dewan
Y DesaBatuLidung Diperbaiki
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
15 Kecamatan di \I]r::‘rc?rlrigz atza?ndagihasilkan
Sistem informasi penataan ruang |Kabupaten rmasiyang . 6 Dokumen Pokir Dewan
. dari Sistem Informasi
Malinau
Penataan Ruang
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan sinkronisasi . Koordinasi dan
15 Kecamatan di . o
pemanfaatan ruang untuk Sinkronisasi Pemanfaatan .
; . Kabupaten . 15 Dokumen Pokir Dewan
investasi dan pembangunan . Ruang untuk Investasi
Malinau
daerah dan Pembangunan
Daerah
. Jumlah Dokumen
. 15 Kecamatan di .
Peningkatan peran masyarakat Peningkatan pemahaman .
Kabupaten . 4 Dokumen Pokir Dewan
dalam penataan ruang . dan tanggung jawab
Malinau
Masyarakat
L . L 15 Kecamatan di Jumlah Dqkumen
Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan .
Kabupaten . S 2 Dokumen Pokir Dewan
penyusunan RTRW Kabupaten Malinau Sinkronisasi Penyusunan

RTRW Kabupaten/Kota




RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA 2024 “

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Ranwal Renja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program
dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama
program/ kegiatan, indicator Kinerja program/ kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi,
target capaian kinerja dan kebutuhan dana/ paguin dikatif, klasifikasi program dan kegiatan
dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah
Kabupaten Malinau berdasarakan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri
Nomor 18 Tahun 2020

Berdasarkan rumusan prioritas program dan kegiatan perangkat daerah khususnya
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman maka
disusun rencana kerja dan pendanaan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

sebagaimana table T-C.33 berikut:

Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau



TABELT-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Malinau
Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang Urusan / Program / - — Catatan
Kode Kegiatan / Sub Kegiatan Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Keluaran Sub Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana L L
Program N Kinerja Indikatif (Rp.)
Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 122.404.424.391,28 122.404.424.391,28
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 122.404.424.391,28 122.404.424.391,28
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 118.254.424.391,28 118.254.424.391,28
1 03 (01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 44.399.424.391,28 44.399.424.391,28|
1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.103.503.322,28 10.103.503.322,28
1 03 [01 ]2.02 |0001|Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Orang yang Menerima Gaji |Jumlah ASN yang Menerima Gaji Kab. Malinau 100 % 90 Orang/bulan 10.103.503.322,28| PENDAPATAN ASLI 90 Orang/bulan 10.103.503.322,28
Program Penunjang Urusan dan Tunjangan ASN dan Tunjangan DAERAH (PAD)
Pemerintah Daerah Kab/Kota
1 03 (01 |2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 910.000.000,00] 910.000.000,00
1 03 [01 ]2.03 |0002 |Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pengamanan Jumlah Administrasi Barang Milik Kab. Malinau 100 % 161 Dokumen 650.000.000,00| Dana Transfer Umum- 161 Dokumen 650.000.000,00
Program Penunjang Urusan Barang Milik Daerah SKPD Daerah Pada Perangkat Daerah yang Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota di Sediakan
1 03 [01 ]2.03 [0005 |Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Jumlah Administrasi Barang Milik Kab. Malinau 100 % 100 Laporan 260.000.000,00(Dana Transfer Umum- 100 Laporan 260.000.000,00
Program Penunjang Urusan Penyusunan Laporan Barang Milik  |Daerah Pada Perangkat Daerah yang Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota Daerah pada SKPD di Sediakan
1 03 [01 ]2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 650.000.000,00] 650.000.000,00
1 03 [01 ]2.05 [0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas |Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malinau 100 % 22 Orang 500.000.000,00| Dana Transfer Umum- 22 Orang 500.000.000,00]
Program Penunjang Urusan dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis
1 03 [01 ]2.05 [0010|Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Orang yang Mengikuti Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malinau 100 % 180 Orang 150.000.000,00(Dana Transfer Umum- 180 Orang 150.000.000,00
Program Penunjang Urusan Sosialisasi Peraturan Perundang- Pendidikan dan Pelatihan, Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota Undangan Sosialisasi, Bimbingan Teknis
1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.844.245.772,00 8.844.245.772,00
1 03 [01 |2.06 [0001|Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Jumlah Paket Administrasi Umum Kab. Malinau 100 % 9 Paket 80.000.000,00(Dana Transfer Umum- 9 Paket 80.000.000,00
Program Penunjang Urusan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor|Perangkat Daerah yang di Sediakan Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota yang Disediakan
1 03 [01 ]2.06 |0002 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Paket Peralatan dan Jumlah Paket Administrasi Umum Kab. Malinau 100 % 47 Paket 524.245.772,00(Dana Transfer Umum- 47 Paket 524.245.772,00
Program Penunjang Urusan Perlengkapan Kantor yang Perangkat Daerah yang di Sediakan Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota Disediakan
1 03 [01 ]2.06 [0004|Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor |Jumlah Paket Administrasi Umum Kab. Malinau 100 % 29 Paket 390.000.000,00| Dana Transfer Umum- 29 Paket 390.000.000,00]
Program Penunjang Urusan yang Disediakan Perangkat Daerah yang di Sediakan Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota
1 03 [01 ]2.06 |0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan




Persentase Capaian Pelaksanaan
Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kab/Kota

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

Jumlah Paket Administrasi Umum
Perangkat Daerah yang di Sediakan

s

200.000.000,00

Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum

200.000.000,00

03 [01 |2.06 [0007|Penyediaan Bahan/Material
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Paket Bahan/Material yang |Jumlah Paket Administrasi Umum b. 6.100.000.000,00| Dana Transfer Umum- 6.100.000.000,00]
Program Penunjang Urusan Disediakan Perangkat Daerah yang di Sediakan Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota
03 [01 ]2.06 |0009|Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jumlah Paket Administrasi Umum b. 1.550.000.000,00| Dana Transfer Umum- 1.550.000.000,00
Program Penunjang Urusan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang di Sediakan Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota SKPD
03 (01 |2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.400.000.000,00 8.400.000.000,00]
03 [01 |2.07 [0003|Pengadaan Alat Besar
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Unit Alat Besar yang Jumlah Pengadaan Barang Milik b. 4.100.000.000,00| Dana Transfer Umum- 4.100.000.000,00
Program Penunjang Urusan Disediakan Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota Pemerintah Daerah yang di Sediakan
03 [01 |2.07 |0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Jumlah Pengadaan Barang Milik b. 300.000.000,00| Dana Transfer Umum- 300.000.000,00
Program Penunjang Urusan Lainnya yang Disediakan Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota Pemerintah Daerah yang di Sediakan
03 [01 |2.07 [0007|Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang|Jumlah Pengadaan Barang Milik b. 4.000.000.000,00(Dana Transfer Umum- 4.000.000.000,00
Program Penunjang Urusan Disediakan Daerah Penunjang Urusan Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota Pemerintah Daerah yang di Sediakan
03 (01 |2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.571.675.297,00, 12.571.675.297,00,
03 [01 |2.08 [0004|Penyediaan Jasa Pel Umum Kantor
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa b. 12.571.675.297,00( Dana Transfer Umum- 12.571.675.297,00
Program Penunjang Urusan Pelayanan Umum Kantor yang Penunjang Urusan Pemerintahan Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota Disediakan Daerah yang di Sediakan
03 |01 [2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.920.000.000,00 2.920.000.000,00
03 [01 ]2.09 (0001 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas|Jumlah Barang Milik Daerah b. 50.000.000,00|Dana Transfer Umum- 50.000.000,00]
Program Penunjang Urusan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang |Penunjang Urusan Pemerintahan Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |Daerah yang di Pelihara
03 [01 ]2.09 |0002|Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Barang Milik Daerah b. 500.000.000,00(Dana Transfer Umum- 500.000.000,00]
Program Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan yang Penunjang Urusan Pemerintahan Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan|Daerah yang di Pelihara
Perizinannya
03 [01 ]2.09 [0003|Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Alat Besar yang Dipelihara  |Jumlah Barang Milik Daerah b. 2.000.000.000,00| Dana Transfer Umum- 2.000.000.000,00]
Program Penunjang Urusan dan dibayarkan Perizinannya Penunjang Urusan Pemerintahan Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota Daerah yang di Pelihara
03 [01 ]2.09 |0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya |Jumlah Barang Milik Daerah b. 70.000.000,00| Dana Transfer Umum- 70.000.000,00
Program Penunjang Urusan yang Dipelihara Penunjang Urusan Pemerintahan Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota Daerah yang di Pelihara
03 |01 |2.09 |0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya




Persentase Capaian Pelaksanaan Jumlah Gedung Kantor dan Jumlah Barang Milik Daerah Kab. Malinau 100 % 1 Unit 300.000.000,00| Dana Transfer Umum- 1 Unit 300.000.000,00
Program Penunjang Urusan Bangunan Lainnya yang Penunjang Urusan Pemerintahan Dana Alokasi Umum
Pemerintah Daerah Kab/Kota Dipelihara/Direhabilitasi Daerah yang di Pelihara
03 [02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 7.680.000.000,00] 7.680.000.000,00
03 (02 |2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.980.000.000,00| 4.980.000.000,00
03 [02 ]2.01 [0081|Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
Persentase luas kawasan Panjang Kanal Banjir yang Panjang Bangunan Pengaman Pantai|Kab. Malinau 10,97 % 4 KM 150.000.000,00| Dana Transfer Umum- 4 KM 150.000.000,00]
permukiman rawan banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Dana Alokasi Umum
terlindungi (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang
di Bangun, Normalisasi, Pelihara
03 02 2.01 (0093 |Normalisasi/Restorasi Sungai
Persentase luas kawasan Panjang Sungai yang Panjang Bangunan Pengaman Pantai [Kab. Malinau 10,97 % 2KM 2.080.000.000,00| Dana Transfer Umum- 2KM 2.080.000.000,00]
permukiman rawan banjir yang Dinormalisasi/Direstorasi pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Dana Alokasi Umum
terlindungi (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang
di Bangun, Normalisasi, Pelihara
03 [02 ]2.01 |0115[Pembangunan Tanggul Sungai
Persentase luas kawasan Panjang Tanggul Sungai yang Panjang Bangunan Pengaman Pantai [Kab. Malinau 10,97 % 0,2 KM 2.400.000.000,00| Dana Transfer Umum- 0,2 KM 2.400.000.000,00]
permukiman rawan banjir yang Dibangun pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Dana Alokasi Umum
terlindungi (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang
di Bangun, Normalisasi, Pelihara
03 [02 ]2.01 |0120(Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
Persentase luas kawasan Jumlah Dokumen Rencana Teknis Panjang Bangunan Pengaman Pantai [Kab. Malinau 10,97 % 1 Dokumen 350.000.000,00| Dana Transfer Umum- 1 Dokumen 350.000.000,00
permukiman rawan banjir yang dan Dokumen Lingkungan Hidup pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Dana Alokasi Umum
terlindungi untuk Konstruksi Pengendali Banjir, |(satu) Daerah Kabupaten/Kota yang
Lahar, dan Pengaman Pantai yang  |di Bangun, Normalisasi, Pelihara
Disusun
03 [02 |2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.700.000.000,00]| 2.700.000.000,00]
03 [02 ]2.02 (0008 |Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
Persentase luas kawasan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan |Panjang Sistem Irigasi Primer dan Kab. Malinau 10,97 % 2,4KM 2.000.000.000,00| Dana Transfer Umum- 2,4KM 2.000.000.000,00]
permukiman rawan banjir yang yang Ditingkatkan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Dana Alokasi Umum
terlindungi Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota yang
di Bangun, Tingkatkan, Pelihara
03 [02 ]2.02 [0021|Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Persentase luas kawasan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan |Panjang Sistem Irigasi Primer dan Kab. Malinau 10,97 % 1KM 600.000.000,00(Dana Transfer Umum- 1KM 600.000.000,00]
permukiman rawan banjir yang yang Dioperasikan dan Dipelihara Sekunder pada Daerah Irigasi yang Dana Alokasi Umum
terlindungi Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota yang
di Bangun, Tingkatkan, Pelihara
03 [02 ]2.02 [0035|Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
Persentase luas kawasan Jumlah Dokumen Rencana Teknis Panjang Sistem Irigasi Primer dan Kab. Malinau 10,97 % 1 Dokumen 100.000.000,00| Dana Transfer Umum- 1 Dokumen 100.000.000,00]
permukiman rawan banjir yang dan Dokumen Lingkungan Hidup Sekunder pada Daerah Irigasi yang Dana Alokasi Umum
terlindungi untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa  |Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1
yang Disusun (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang
di Bangun, Tingkatkan, Pelihara
03 (03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2.500.000.000,00] 2.500.000.000,00
03 (03 |2.01 Pengelolaan dan F bangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2.500.000.000,00] 2.500.000.000,00]
03 [03 ]2.01 [0028]|Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan




Persentase Rumah Tangga yang Kapasitas Sistem Penyediaan Air Jumlah Sambungan Rumah yang Kab. Malinau 66 % 1 Liter/Detik 2.500.000.000,00(Dana Transfer Umum- 1 Liter/Detik 2.500.000.000,00]
memiliki akses terhadap layanan Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan [terlayani melalui Kegiatan Sistem Dana Alokasi Umum
sumber air minum layak yang dibangun Penyediaan Air Minum (SPAM) di
Daerah Kabupaten/Kota
03 (04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 500.000.000,00 500.000.000,00
03 (04 |2.01 Per | Sistem dan Pengelolaan Persa han di Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000,00| 500.000.000,00!
03 |04 [2.01 [0010|Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Persentase Penyediaan Sarana dan |Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS|Jumlah Rumah Tangga yang Kab. Malinau 1,83 % 1 Ton/hari 500.000.000,00(Dana Transfer Umum- 1 Ton/hari 500.000.000,00]
Prasarana Pengelolaan Sampah yang dibangun Terlayani Pengolahan Persampahan Dana Alokasi Umum
di Daerah Kabupaten/Kota
03 [05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 6.650.000.000,00] 6.650.000.000,00]
03 (05 |2.01 Pengelolaan dan P b Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah K: Kota 6.650.000.000,00] 6.650.000.000,00]|
03 [05 |2.01 [0036|Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Persentase rumah tangga yang Kapasitas Instalasi Pengolahan Jumlah Rumah Tangga yang Kab. Malinau 21,5% 20 M3*/Hari 5.000.000.000,00| Dana Transfer Umum- 20 M3/Hari 5.000.000.000,00]
memperoleh layanan pengolahan air|Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun Memperoleh Layanan Pengolahan Dana Alokasi Umum
limbah domestik Air Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
03 [05 |2.01 [0039|Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)
Persentase rumah tangga yang Jumlah Rumah Tangga yang memiliki|Jumlah Rumah Tangga yang Kab. Malinau 21,5% 150 Rumah 1.500.000.000,00| Dana Transfer Umum- 150 Rumah 1.500.000.000,00
memperoleh layanan pengolahan air|Toilet dan Tangki Septik Sesuai Memperoleh Layanan Pengolahan Tangga Dana Alokasi Umum Tangga
limbah domestik dengan Standar Air Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
03 [05 ]2.01 [0041|Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Persentase rumah tangga yang Jumlah Dokumen Rencana, Jumlah Rumah Tangga yang Kab. Malinau 21,5% 1 Dokumen 150.000.000,00(Dana Transfer Umum- 1 Dokumen 150.000.000,00
memperoleh layanan pengolahan air|Kebijakan, Strategi dan Teknis Memperoleh Layanan Pengolahan Dana Alokasi Umum
limbah domestik Sistem Pengelolaan Air Limbah Air Limbah Domestik dalam Daerah
Domestik (SPALD) yang disusun Kabupaten/Kota
03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 500.000.000,00 500.000.000,00
03 [06 |2.01 Pengelolaan dan P b Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000,00] 500.000.000,00
03 [06 ]2.01 [0012|Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
Persentase Pengurangan Luas Panjang Saluran Drainase Panjang Sistem Drainase yang Kab. Malinau 0,5% 300M 500.000.000,00| Dana Transfer Umum- 300M 500.000.000,00
Genangan Banjir di Kawasan- Lingkungan yang Dibangun Terhubung Langsung dengan Sungai Dana Alokasi Umum
Kawasan Pusat Layanan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang
di Bangun
03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 9.350.000.000,00 9.350.000.000,00
03 (08 |2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 9.350.000.000,00] 9.350.000.000,00]
03 [08 ]2.01 [0017|Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Kepatuhan izin Jumlah Bangunan Gedung untuk Jumlah Bangunan Gedung di Kab. Malinau 70% 6 Bangunan 6.250.000.000,00| Dana Transfer Umum- 6 Bangunan 6.250.000.000,00]
Mendirikan Bangunan (IMB) Kepentingan Strategis Daerah Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Gedung Dana Alokasi Umum Gedung
Kab/Kota Kabupaten/Kota yang yang Dilakukan Rehabilitasi,
Diubahsuaikan Renovasi dan Ubahsuai
03 [08 |2.01 [0021|Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Kepatuhan izin Jumlah Dokumen Pembangunan, Jumlah Bangunan Gedung di Kab. Malinau 70% 2 Dokumen 2.750.000.000,00| Dana Transfer Umum- 2 Dokumen 2.750.000.000,00]
Mendirikan Bangunan (IMB) Pemanfaatan, Pelestariaan dan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum
Kab/Kota Pembongkaran Bangunan Gedung |yang Dilakukan Rehabilitasi,
untuk Kepentingan Strategis Daerah |Renovasi dan Ubahsuai
Kabupaten/Kota
03 [08 ]2.01 |0023|Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli




Persentase Kepatuhan izin Jumlah Penerbitan Persetujuan Jumlah Bangunan Gedung di Kab. Malinau 70% 1 Dokumen 350.000.000,00| Dana Transfer Umum- 1 Dokumen 350.000.000,00
Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat |Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum
Kab/Kota Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti yang Dilakukan Rehabilitasi,
Kepemilikan Bangunan Gedung Renovasi dan Ubahsuai
(SBKBG), Rencana Teknis
Pembongkaran Bangunan Gedung
(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim
Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan
Pendataan Bangunan Gedung
melalui SIMBG
03 [09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00
03 [09 |2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00
03 [09 ]2.01 [0008|Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Persentase Penataan Bangunan dan [Jumlah Bangunan dan Lingkungan |Jumlah Penataan dan Pemeliharaan |Kab. Malinau 70 % 4 Kawasan 1.750.000.000,00| Dana Transfer Umum- 4 Kawasan 1.750.000.000,00
Lingkungannya yang tertangani Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Bangunan dan Lingkungannya di Dana Alokasi Umum
Pariwisata, Kawasan Sistem Daerah Kabupaten/Kota
Perkotaan Nasional dan Kawasan
Strategis Lainnya yang Ditata
03 [10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 42.350.000.000,00 42.350.000.000,00
03 (10 |2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 42.350.000.000,00 42.350.000.000,00
03 [10 |2.01 |0029[Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Persentase Panjang Jalan Kabupaten [Jumlah Dokumen Rencana, Panjang jalan kabupaten yang Kab. Malinau 56 % 2 Dokumen 650.000.000,00| Dana Transfer Umum- 2 Dokumen 650.000.000,00
Dalam Kondisi Baik Kebijakan, Strategi dan Teknis terbangun, terekonstruksi, terehab, Dana Alokasi Umum
Pengembangan Jaringan Jalan serta |terpelihara
Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan yang Disusun
03 |10 |2.01 [0033 |RekonstruksiJalan
Persentase Panjang Jalan Kabupaten [Panjang Jalan yang Direkonstruksi | Panjang jalan kabupaten yang 56 % 12,25 KM 22.000.000.000,00| Dana Transfer Umum- 12,25 KM 22.000.000.000,00]|
Dalam Kondisi Baik terbangun, terekonstruksi, terehab, Dana Alokasi Umum
terpelihara
03 |10 |[2.01 |0034[Pemeliharaan Berkala Jalan
Persentase Panjang Jalan Kabupaten |Panjang Jalan yang Dipelihara Panjang jalan kabupaten yang 56 % 1KM 1.000.000.000,00| Dana Transfer Umum- 1KM 1.000.000.000,00
Dalam Kondisi Baik Secara Berkala terbangun, terekonstruksi, terehab, Dana Alokasi Umum
terpelihara
03 [10 |2.01 [0036|Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
Persentase Panjang Jalan Kabupaten |Panjang Jalan Kewenangan Panjang jalan kabupaten yang Kab. Malinau 56 % 15 KM 200.000.000,00(Dana Transfer Umum- 15 KM 200.000.000,00
Dalam Kondisi Baik Kabupaten/Kota dan Desa yang terbangun, terekonstruksi, terehab, Dana Alokasi Umum
Dipantau dan Dievaluasi terpelihara
Penyelenggaraannya
03 [10 |2.01 [0040|Pembangunan Jembatan
Persentase Panjang Jalan Kabupaten |Jumlah Jembatan yang Dibangun Panjang jalan kabupaten yang Kab. Malinau 56 % 2 Jembatan 14.000.000.000,00( Dana Transfer Umum- 2 Jembatan 14.000.000.000,00
Dalam Kondisi Baik terbangun, terekonstruksi, terehab, Dana Alokasi Umum
terpelihara
03 [10 |2.01 [0043|Survey Kondisi Jalan/Jembatan
Persentase Panjang Jalan Kabupaten | Panjang Jalan/Jembatan yang Panjang jalan kabupaten yang Kab. Malinau 56 % 1.043,20 KM 500.000.000,00| Dana Transfer Umum- 1.043,20 KM 500.000.000,00
Dalam Kondisi Baik Disurvey Kondisinya terbangun, terekonstruksi, terehab, Dana Alokasi Umum
terpelihara
03 |10 |2.01 [0044 |Rehabilitasi Jalan
Persentase Panjang Jalan Kabupaten [ Panjang Jalan yang Direhabilitasi Panjang jalan kabupaten yang Kab. Malinau 56 % 2KM 2.000.000.000,00| Dana Transfer Umum- 2KM 2.000.000.000,00]|
Dalam Kondisi Baik terbangun, terekonstruksi, terehab, Dana Alokasi Umum
terpelihara
03 |10 |2.01 [0046 |Pemeliharaan Rutin Jalan
Persentase Panjang Jalan Kabupaten |Panjang Jalan yang Dipelihara Panjang jalan kabupaten yang Kab. Malinau 56 % 1KM 2.000.000.000,00| Dana Transfer Umum- 1KM 2.000.000.000,00]|
Dalam Kondisi Baik Secara Rutin terbangun, terekonstruksi, terehab, Dana Alokasi Umum
terpelihara
03 [12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2.575.000.000,00 2.575.000.000,00




03 [12 |2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 625.000.000,00] 625.000.000,00
03 [12 ]2.01 |0003|Penetapan ij dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
Persentase Ketaatan Terhadap Jumlah Dokumen Kebijakan Jumlah Dokumen Penetapan b. 70% 3 Dokumen 350.000.000,00| Dana Transfer Umum- 350.000.000,00
RTRW Perda/Perkada selain RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Rinci Tata
Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
03 [12 |2.01 [0008|Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota
Persentase Ketaatan Terhadap dokumen persyaratan untuk Jumlah Dokumen Penetapan b. 70% 2 Dokumen 50.000.000,00| Dana Transfer Umum- 50.000.000,00
RTRW mendapatkan Surat Gubernur hasil |Rencana Tata Ruang Wilayah Dana Alokasi Umum
fasilitasi (RTRW) dan Rencana Rinci Tata
Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
03 |12 [2.01 |0011[Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Persentase Ketaatan Terhadap Jumlah Perda RTRW Jumlah Dokumen Penetapan b. 70% 1 Dokumen 150.000.000,00(Dana Transfer Umum- 150.000.000,00
RTRW Kabupaten/Kota Rencana Tata Ruang Wilayah Dana Alokasi Umum
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata
Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
03 [12 ]2.01 [0012|Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang
Persentase Ketaatan Terhadap Jumlah pemangku kepentingan yang|Jumlah Dokumen Penetapan b. 70 % 150 Orang 75.000.000,00| Dana Transfer Umum- 75.000.000,00
RTRW mengikuti kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Dana Alokasi Umum
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata
Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
03 (12 |2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 625.000.000,00| 625.000.000,00]
03 [12 |2.02 [0001|Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Persentase Ketaatan Terhadap Jumlah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan b. 70% 3 Dokumen 200.000.000,00| Dana Transfer Umum- 200.000.000,00]
RTRW Sinkronisasi Penyusunan RTRW Sinkronisasi Perencanaan Tata Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Ruang Daerah Kabupaten/Kota
03 [12 ]2.02 [0003|Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
Persentase Ketaatan Terhadap Jumlah Dokumen Peningkatan Jumlah Dokumen Koordinasi dan b. 70% 5 Dokumen 425.000.000,00(Dana Transfer Umum- 425.000.000,00
RTRW pemahaman dan tanggung jawab Sinkronisasi Perencanaan Tata Dana Alokasi Umum
Masyarakat Ruang Daerah Kabupaten/Kota
03 [12 ]2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Ruang Daerah K: Kota 1.075.000.000,00 1.075.000.000,00
03 [12 ]2.03 [0005 |Pelaksanaan Sinkronisasi Program P Ruang
Persentase Ketaatan Terhadap Jumlah dokumen sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan b. 70% 18 Dokumen 375.000.000,00( Dana Transfer Umum- 375.000.000,00
RTRW program pemanfaatan ruang Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Dana Alokasi Umum
Daerah Kabupaten/Kota
03 [12 ]2.03 [0006 |Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
Persentase Ketaatan Terhadap Jumlah sistem informasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan b. 70% 7 Dokumen 700.000.000,00(Dana Transfer Umum- 700.000.000,00
RTRW komunikasi penataan ruang Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Dana Alokasi Umum
Daerah Kabupaten/Kota
03 (12 |2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00! 250.000.000,00!
03 [12 |2.04 [0003|Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
Persentase Ketaatan Terhadap Jumlah kasus yang Ditangani Jumlah Dokumen Koordinasi dan b. 70% 1 Kasus 50.000.000,00| Dana Transfer Umum- 50.000.000,00
RTRW Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) |Sinkronisasi Pengendalian Dana Alokasi Umum
Bidang Penataan Ruang Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
03 [12 |2.04 (0004 |Koordinasi Pelak 1 Penataan Ruang
Persentase Ketaatan Terhadap Jumlah Dokumen Koordinasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan b. 70% 10 Dokumen 100.000.000,00| Dana Transfer Umum- 100.000.000,00]
RTRW Pelaksanaan Penataan Ruang Sinkronisasi Pengendalian Dana Alokasi Umum
Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
03 |12 |2.04 |0015|Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal




Persentase Ketaatan Terhadap Jumlah berita acara pemberian Jumlah Dokumen Koordinasi dan Kab. Malinau 70% 1 Berita Acara 100.000.000,00(Dana Transfer Umum- 1 Berita Acara 100.000.000,00
RTRW insentif dan/atau disinsentif non Sinkronisasi Pengendalian Dana Alokasi Umum
fiskal Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.150.000.000,00 4.150.000.000,00]
1 04 (02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 350.000.000,00 350.000.000,00
1 04 (02 |2.03 Pemk inan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kak /Kota 350.000.000,00| 350.000.000,00!
1 04 [02 ]2.03 [0012]|Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Persentase Penyediaan dan Jumlah Rumah Khusus beserta PSU |Jumlah Unit Rumah Korban Bencana |Kab. Malinau 56,1% 7 Unit Rumah 350.000.000,00(Dana Transfer Umum- 7 Unit Rumah 350.000.000,00]
rehabilitasi rumah layak huni bagi  |bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Dana Alokasi Umum
korban bencana kabupaten/kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang dibangun
1 04 (03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
1 04 (03 |2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 500.000.000,00] 500.000.000,00
1 04 [03 ]2.01 |0004 |Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Persentase Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Jumlah Dokumen Rencana Kab. Malinau 1,18% 1 Laporan 500.000.000,00(Dana Transfer Umum- 1 Laporan 500.000.000,00]
Kumuh yang di Tangani dan Sinkronisasi P | aan  [Pemb inan dan P b Dana Alokasi Umum
Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman dan
Permukiman Kumuh yang Tersusun
dan/atau Tereview serta
Terlegalisasi
1 04 (03 [2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 900.000.000,00 900.000.000,00
1 04 [03 ]2.03 [0002|Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Persentase Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Kab. Malinau 1,18% 45 Unit Rumah 900.000.000,00| Dana Transfer Umum- 45 Unit Rumah 900.000.000,00
Kumuh yang di Tangani yang Diperbaiki Rumah Tidak Layak Huni Dana Alokasi Umum
1 04 |05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 2.400.000.000,00] 2.400.000.000,00
1 04 (05 [2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 2.400.000.000,00] 2.400.000.000,00]
1 04 [05 ]2.01 [0002|Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Persentase perumahan yang sudah |Jumlah Lokasi Perumahan yang Jumlah Penyediaan PSU Perumahan [Kab. Malinau 7% 5 Lokasi 2.400.000.000,00| Dana Transfer Umum- 5 Lokasi 2.400.000.000,00]

dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum)

Disediakan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum yang Menunjang
Fungsi Hunian

Dana Alokasi Umum

TOTAL

122.404.424.391,28

122.404.424.391,28




RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA 2024 “

BAB V
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Perangkat Daerah Pekerjaan
Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau
merupakan Dokumen Perencanaan, yang menjabarkan potret permasalahan Pembangunan
Kabupaten Malinau, serta daftar Program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
memecahkan masalah yang dimaksud, secara perencana dan bertahap melalui sumber
pembiayaan APBD Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Dalam kerangka itu perlu terus dikembangkan kemitraan dan sinergi antara
pemerintah daerah dan masyarakat, secara jujur, transparan, adil, demokratis dan penuh
tanggungjawab, sehingga hasil-hasil Pembangunan Daerah dapat benar-benar dinikmati oleh
seluruh masyarakat Kabupaten Malinau sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan lahir
maupun batin dan untuk menuju Visi Kabupaten Malinau. Selanjutnya Dinas Pekerjaan
Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kabupaten
Malinau mengharapkan agar Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pekerjaan Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Malinau Tahun Anggaran 2024 ini dapat menambah kewajiban akuntabilitas dan

mewujudkan Visi dan Misi Organisasi guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Malinau, 20 Juli 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

CABUPATEN MALINAU

/A AL P
\\é’.f..‘

Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau
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